
SALINAN

PRESIDE N
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2O1I

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara

hukum, negara berkewajiban melaksanakan

pembangunan hukum nasionar yang dilakukan secara

terencana, terpadu, dan berkeranjutan daram sistem

hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan

kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas

peraturan perundang-undangan yang baik, perlur

dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan

perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara

dan metode yang pasti, baku, dan standar yang

mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk
peraturan perundang_undangan;

c' bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1o rahun 2oo4
tentang Pembentukan peraturan perundang_undangan

masih terdapat kekurangan dan belum dapat
merrampung perkembangan kebutuhan masyarakat

mengenai aturan pembentukan peraturan perundang_

undangan yang baik sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan ,pertimbangan sebagaimana

dimal<sud dalam hururf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang_Undang tentang pembentukan

Peraturan perundang_undangan 
;

Mengingat. . .
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Pasal 20, Pasal 21, dan pasar 22ArJnd,a.ng-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAI{YAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESI,A

MEMUTUSI(AN:

UNDANG-UNDANG TENTANG

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMBENTUKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan peraturan perund.ang-undangan adalah
pembuatan peraturan pemndang_undangan yang

mencakup tahapan perencanaan, penJrusunan,

pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan.

2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan

tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat

secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh

lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan

Perundang-undangan.

3. Undang-Undang adalah peraturan perundang_

undangan yang dibentuk oleh Dewan perwakilan

Ralryat dengan persetujuan bersama presiden.

4. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang

adalah Peraturan perundang_undangan yang

ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan

yang memaksa.
5.Peraturan...
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5' Peraturan pemerintah adarah peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk
menjalankan Undang_Undang sebagaimana mestinya.

6' Peraturan presiden adarah peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk
menjalankan perintah peraturan perundang_

undangan yang lebih tinggi atau dalam

menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

7. Peraturan Daerah provinsi adalah peraturan

Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan

Perwakilan Ralcyat Daerah provinsi dengan

persetujuan bersama Gubernur.

8' Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan

Penrndang-undangan yang dibentuk oleh Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten/Kota dengan
persetujuan bersama Bupati/Walikota.

9 ' Program Legisrasi Nasional yang selanjutnya disebut
Prolegnas adalah instrumen perencanaan program

pembentukan Undang-Undang yang disusun secara

terencana, terpadu, dan sistematis.

10' Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut

Prolegda adalah instrumen perencanaan program

pembentukan peraturan Daerah provinsi atau
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun
secara terencana, terpadu, dan sistematis.

11' Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian

atau pengkajian hukum dan hasil penelitian rainnya

terhadap suatu masalah tertentu yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai

pengaturan masalah tersebut dalam suatu

Rancangan Undang-Undang, Rancangan peraturan

Daerah Provinsi, atau Rancangan peraturan Daerah

Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap

permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

12. Pengundangan
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12' Pengundangan adalah penempatan peraturan

Perundang-undangan dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia, Berita Negara Republik

Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik

Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran

Daerah, atau Berita Daerah.

13. Materi Muatan peraturan perundang_undangan

adalah materi yang dimuat dalam peraturan

Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi,

dan hierarki peraturan perundang_undangan.

14' Dewan perwak,an Rarcyat yang seranjutnya disingkat

DPR adalah Dewan perwakilan Ralqyat sebagaimana

dimaksud dalam Undang_Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 194S

15. Dewan perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat
DPD adalah Dewan perwakilan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Undang_Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 194S.

16' Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat D'RD adalah Dewan perwakilan Rakyat

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang_

Undang Dasar Negara Repubrik Indonesia Tahun

1945.

Pasal 2

Pancasila menrpakan sumber

negara.

segala sumber hukum

Pasal 3

(1) undang-Undang Dasar Negara Repubrik Indonesia

Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam

Peraturan perundan g-undangan.

(2) Undang-Undang .
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(2) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1g4S ditempatkan dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

(3) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia tidak merupakan dasar
pemberlakuannya.

Pasal 4

Peraturan Perundang-undangan yang diafur
Undang-Undang ini meliputi Undang_Undang

Peraturan Pemndang-undangan di bawahnya.

dalam

dan

BAB II
ASAS PEMBENTUKAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 5

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan

harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan

Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang

meliputi:

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Pasal 6 .
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Pasal 6

(1) Materi muatan peraturan perundang-undangan hanrs
mencerminkan asas:

a. pengayoman;

b. kemanusiaan;

c. kebangsaan;

d. kekeluargaan;

e. kenusantaraan;

f. bhinneka tunggal ika;

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan
pemerintahan;

dalam hukum dan

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasa'.

(21 selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu
dapat berisi asas lain sesuai denga' bidang huln-rm

Peraturan penrndan g- undangan yan g bersan gkutan.

BAB III
JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN

PERATURAN PERUNDANG.UNDANGAN

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan

terdiri atas:

a' Undang-Undang Dasar Negara Repubrik Indonesia

Tahun 19a5;

b. Ketetapan Majelis permusyawaratan Ralryat;

c. Undang-Undang
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c. Undang-Undang/peraturan pemerintah pengganti

Undang-Undang;

d. Peraturan pemerintah;

e. Peraturan presiden;

f. Peraturan Daerah provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan

sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

Pasal 8

(1) Jenis peraturan perundang-undangan 
serain

sebagaimana dimaksud dalam pasal T ayat (1)

mencakup peraturan yang ditetapkan oreh Majelis

Permusyawaratan Ralryat, Dewan perwakilan Ralqyat,

Dewan perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,

Mahkamah Konstitusi, Badan pemeriksa Keuanga',
Komisi yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan,

lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk
dengan undang-undang atau pemerintah atas
perintah Undang-Undang, Dewan perwakilan Ra,ryat

Daerah provinsi, Gubernur, Dewan perwakilan Ra}ryat

Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala

Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi

kewenangan.
atau dibentuk berdasarkan

Pasal 9



(1) Dalam hal suatu Undang_Undang diduga
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 194S, pengujiannya

dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

(2) Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di
bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan

Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh

Mahkamah Agung.
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Pasal 9

Pasal 10

(1) Materi muatan yang harus diatur dengan undang-

Undang berisi:

a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

b. perintah suatu Undang_Undang untuk d.iatur

dengan Undang-Undang;

c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;

d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;

dan/atau

e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam

masyarakat.

(2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi
sebagaimana dimaksud pada ayat
dilakukan oleh DpR atau presiden.

(1) huruf d

Pasal 1 1

Materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-

Undang sama dengan materi muatan Undang_Undang.

Pasal 12
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Pasal 12

Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk
menj alankan Undan g- Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 13

Materi muatan peraturan presiden berisi materi yang

diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk
melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk
melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pasal 14

Materi muatan peraturan Daerah provinsi dan peraturan

Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam
rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah

dan/atau penjabaran rebih ranjut peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi.

Pasal 15

(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya

dapat dimuat dalam:

a. Undang-Undang;

b. Peraturan Daerah provinsi; atau

c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana

denda paling banyak Rp50.00O.OOO,OO (lima puluh
juta rupiah).

(3) Peraturan .
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(3) Peraturan Daerah provinsi dan peraturan Daerah

Kabupaten/Kota dapat memuat ancamarr pidana

kurungan atau pida'a denda serain sebagaima,a

dimaksud pada ayat (21 sesuai dengan yarrg diatur
dalam Peraturan perundang_undangan lainnya.

BAB IV

PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Undang-Undang

Pasal 16

Perencanaan pen5rusunan

dalam Prolegnas.
Undang-Undang dilakukan

Pasal 17

Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam pasal t6
merupakan skala prioritas program pembentukan

undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem

hukum nasional.

Pasal 18

Dalam pen]rusunan prolegnas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang_

Undang didasarkan atas:

a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

b. perintah Ketetapan Majeris permusyawaratan Rakyat;

c.perintah...
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c. perintah Undang-Undang lainnya;

d. sistem perencanaan pembangunan nasional;

e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;

f. rencana pembangunan jangka menengah;

g' rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DpR;

dan

h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 19

(1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16

memuat program pembentukan Undang_Undang

dengan judul Rancangan Undang_Undang, materi
yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan

Perundang-undangan lainnya.

(21 Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan

Peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan

mengenai konsepsi Rancangan Undang_Undang yang

meliputi:

a. latar belakang dan tujuan penyusunan;

b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan

c. jangkauan dan arah pengaturan.

(3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan

dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 20

(1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DpR dan

Pemerintah.

(2) Prolegnas .
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penyusunan prolegnas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan

DPR.

(6) Ketentuan
penyusunan

lebih lanjut
Prolegnas di

mengenai

lingkungan
tata cara

Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan

Peraturan Presiden.

Pasal 22

(1) Hasil penyusunan prolegnas antara DpR dan
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21

ayat (1) disepakati menjadi prolegnas dan ditetapkan

dalam Rapat paripurna DpR.

(2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan DpR.

Pasal 23

(1) Dalam prolegnas dimuat daftar kumuratif terbuka
yang terdiri atas:

a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;

b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;

c. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;

d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan

daerah provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan

e. penetapan/pencabutan peraturan pemerintah

Pengganti Undang-Undang.

(2) Dalam keadaan tertentu, DpR atau presiden dapat

mengajukan Rancangan Undang_Undang di luar
Prolegnas mencakup:

a. untuk .
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(2) Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan

tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan

Rancangan Undang-Undang.

(3) Penyusunan dan penetapan prolegnas jangka

menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan

DPR sebagai prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun.

(4) Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap

akhir tahun bersamaan dengan penJrusunan dan
penetapan prolegnas prioritas tahunan.

(5) Penyr-rsunan dan penetapan prolegnas prioritas
tahunan sebagai pelaksanaan prolegnas jangka

menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan

Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 21

(1) Penyusunan prolegnas antara DpR dan pemerintah

dikoordinasikan oleh DpR melalui alat kelengkapan

DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

(2) Penyusunan prolegnas di lingkungan DpR

dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DpR yang

khusus menangani bidang legislasi.

(3) Penyusunan prolegnas di lingkungan DpR

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi,

komisi, anggota DpR, DpD, dan/atau masyarakat.

(4) Penyusunan prolegnas di lingkungan pemerintah

dikoordinasikan oreh menteri yang menyerenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum.

(5) Ketentuan
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a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan

konflik, atau bencana alam; dan

b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan

adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan

Undang-Undang yang dapat disetujui bersama

oleh alat kelengkapan DpR yang khusus
menangani bidang legislasi dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum.

Bagian Kedua

Perencanaan peraturan pemerintah

Pasal 24

Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah

dilak,kan dalam suatu program penJ rsunan peraturan

Pemerintah.

Pasal 25

(1) Perencanaan

sebagaimana
penrusunan peraturan

dimaksud dalam pasal
Pemerintah

24 memuat

daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan

Peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-

Undang sebagaimana mestinya.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 26 .
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(1) Perencanaan

sebagaimana

Pasal 26

penJrusunan peraturan

dimaksud dalam
Pemerintah

Pasal 25

dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum.

(2) Perencanaan penJrusunan peraturan pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan presiden.

Pasal 27

Rancangan peraturan pemerintah berasal dari
kementerian dan/atau lembaga pemerintah

nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

(1) Dalam keadaan tertentu, kementerian atau rembaga

pemerintah nonkementerian dapat mengajukan

Rancangan peraturan pemerintah di luar perencanaan

penyusunan peraturan pemerintah.

(2) Rancangan peraturan pemerintah daram keadaan

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau
putusan Mahkamah Agung.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan

penJrusunan Peraturan pemerintah

Peraturan Presiden.
diatur dengan

Bagian . .
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Bagian Ketiga

Perencanaan peraturan presiden

Pasal 30

Perencanaan penyusunan peraturan presiden dilakukan
dalam suatu program penrusunan peraturan presiden.

Pasal 31

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan peraturan

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24

sampai dengan pasal 29 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap perencanaarl penlmsunan peraturan

Presiden.

Bagian Keempat

Perencanaan Peraturan Daerah provinsi

Pasal 32

Perencanaan penJrusunEur peraturan Daerah provinsi

dilalmkan dalam prolegda provinsi.

Pasal 33

(1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam pasal g2

memuat program pembentukan peraturan Daerah

Provinsi dengan judul Rancangan peraturan Daeralr

Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya

dengan Peraturan perundang_undangan lainnya.

(2) Materi
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(2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan
Peraturan perundang-undangan rainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) merupakan keterangan

mengenai konsepsi Rancangan peraturan Daerah
Provinsi yang meliputi:

a. latar belakang dan tujuan penyusunan;

b. sasaran yang ingin diwujudkan;

c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan
diatur; dan

d. jangkauan dan arah pengaturan.

(3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 yang telah meralui pengkajian dan penyerarasan

dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 34

(1) Penyusunan Prolegda provinsi dilaksanakan oleh

DPRD Provinsi dan pemerintah Daerah provinsi.

(2) Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu I
(satu) tahun berdasarkan skala prioritas
pembentukan Rancangan peraturan Daerah provinsi.

(3) Penyusunan dan penetapan prolegda provinsi

dilakukan setiap tahun sebelum penetapan

Rancangan peraturan Daerah provinsi tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.

Pasal 35

Dalam penJrusunan proregda provinsi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar

rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:

a. perintah Peraturan perundang-undangan lebih tinggi;

b.rencana...
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b. rencana pembangunan daerah;

c. penyelenggaraan otonomi daerah

pembantuan; dan

d. aspirasi masyarakat daerah.

dan tugas

Pasal 36

(1) Penyusunan prolegda provinsi antara DPRD provinsi

dan Pemerintah Daerah provinsi dikoordinasikan oreh

DPRD provinsi melarui alat kelengkapan D'RD
Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.

(2) Penyusunan prolegda provinsi di lingkungan D,RD
Provinsi dikoordinasikan oleh arat kerengkapan DpRD

Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.

(3) Penyusunan prolegda provinsi di lingkungan
Pemerintah Daerah provinsi dikoordinasikan oreh biro
hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal
terkait.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penJrusunan prolegda provinsi di lingkungan DPRD

Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan DPRD provinsi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyusunan prolegda provinsi di lingkungan

Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 37

(1) Hasil penyusunan prolegda provinsi antara DPRD

Provinsi dan pemerintah Daerah provinsi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1)

disepakati menjadi prolegda provinsi dan ditetapkan
dalam Rapat paripurna DPRD provinsi.

(2) Prolegda
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(2) Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Keputusan DpRD provinsi.

Pasal 38

(1) Dalam Prolegda provinsi dapat dimuat daftar

kumulatif terbuka yang terdiri atas:

a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan

b. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi.

(2) Dalam keadaan tertentu, DPRD provinsi atau

Gubernur dapat mengajukan Rancangan peraturarr

Daerah Provinsi di luar prolegda provinsi:

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan

konflik, atau bencana alam;

b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan

c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan

adanya urgensi atas suatu Rancangan peraturan

Daerah provinsi yang dapat disetujui bersama

oleh alat kelengkapan DpRD provinsi yang khusus

menangani bidang 1egislasi dan biro hukum.

Bagian Kelima

Perencanaan Peraturan Daerah Kabupate n / Kota

Pasal 39

Perencanaan pen1rusunan

Kabupaten/Kota dilakukan
Kabupaten/Kota.

Peraturan

dalam
Daerah

Prolegda

Pasal40...
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Pasal 4O

Ketentuan mengenai perencanaan penrusunan peraturan

Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32

sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap perencanaan penyusunan peraturan

Daerah Kabupaten/ Kota.

Pasal 4 1

Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat d.aftar

kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran,

dan penggabungan Kecamatan atau narna lainnya
dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan

Desa atau nama lainnya.

Bagian Keenam

Perencanaan Peraturan perundang-undangan Lainnya

Pasal 42

(1) Perencanaan penJrusunan peraturan perundang-

undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (l) merupakan kewenangan dan
disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau
instansi,masing-masing.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi
masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB V
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BAB V

PEI{'YIJSUNAN PERATU RAN PERUNDANG.UNDANGAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Undang-Undang

Pasal 43

(1) Rancangan Undang-undang dapat berasal dari DpR

atau Presiden.

(21 Rancangan undang-undang yang berasal dari DpR

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal

dari DPD.

(3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DpR,

Presiden, atau DpD harus disertai Naskah Akademik.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
berlaku bagi Rancangan Undang_Undang mengenai:

a. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;

b. penetapan peraturan pemerintah pengganti

Undang-Undang menjadi Undang_Undang; atau

c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan

Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang.

(5) Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang

memuat pokok pikiran dan materi muatan yang

diatur.

Pasal 44

(1) Pen5rusunan Naskah Akademik Rancangan undang-
undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan

Naskah Akademik.

(2) Ketentuan . .
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(21 Ketentuan

Akademik
mengenai teknik penlnrsunan

sebagaimana dimaksud pada
Naskah

ayat (1)

terca'tum dalam Lampiran I yang merupakan bagia'
tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 45

(1) Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari
DPR maupun presiden serta Rancangan Undang_

Undang yang diajukan DpD kepada DpR disusun
berdasarkan prolegnas.

(2) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DpD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan:

a, otonomi daerah;

b. hubungan pusat dan daerah;

c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan

daerah;

d' pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi lainnya; dan

perimbangan keuangan pusat dan daerah

Pasal 46

(1) Rancangan undang-undang dari DpR diajukan oleh

anggota DpR, komisi, gabungan komisi, atau alat
kelengkapan DpR yang khusus menangani bidang

legislasi atau DpD.

(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

konsepsi Rancangan Undang_Undang yang berasal

dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DpR

yang khusus menangani bidang legislasi.

e

(3) Ketentuan...
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

mempersiapkan Rancangan Undang_Undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan DPR.

Pasal 47

(1) Rancangan Undang-Undang yang diqiukan oleh

Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan

lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan

lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

(2) Dalam pen1rusunan Rancangan Undang_Undang,

menteri atau pimpinan lembaga pemerintah

nonkementerian terkait membentuk panitia
antarkemen terian dan / atau antarnonkementerian.

(3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

konsepsi Rancangan Undang_Undang yang berasal

dari Presiden dikoordinasika' oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

mempersiapkan Rancangan Undang_Undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Presiden.

Pasal 48

(1) Rancangan undang-Undang dari DpD disampaikan

secara terturis oleh pimpinan DpD kepada pimpinan

DPR dan harus disertai Naskah Akademik.

(2) Usul .
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(2) Usul Rancangan undang-Undang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan

DPR kepada alat kelengkapan DpR yang khusus
menangani bidang legislasi untuk dilakukan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

konsepsi Rancangan Undang_Undang.

(3) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan,

dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang_Undang

dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DpD
yang mempunyai tugas di bidang perancangan

Undang-Undang untuk membahas usul Rancangan

Undang-Undang.

(a) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (2)

menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil
pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) kepada pimpinan DpR untuk seranjutnya

diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 49

(1) Rancangan Undang-undang dari DpR disampaikan

dengan surat pimpinan DpR kepada presiden.

(21 Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk
membahas Rancangan Undang_Undang bersama DpR

dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari
terhitung sejak surat pimpinan DpR diterima.

(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang hukum.

Pasal 50
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Pasal 50

(1) Rancangan Undang-Undang dari presiden diajukan
dengan surat presiden kepada pimpinan DpR.

(21 Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (r)
memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili
Presiden dalam melakukan pembahasan Ra'ca,gan
Undang-Undang bersama DpR.

(3) DPR mulai membahas Rancangan Undang-undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka

waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung
sejak surat presiden diterima.

(4) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang_

Undang di DpR, menteri atau pimpinan lembaga

pemrakarsa memperbanyak

Undang-Undang tersebut

diperlukan.

naskah Rancangan

dalam jumlah yang

Pasal 51

Apabila dalam satu masa sidang DpR dan presiden

menyampaikan Ranca,gan undang-undang mengenai

materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan

undang-undang yang disampaikan oreh DpR dan

Ranca,gan Undang-Undang yang disampaikan presiden

digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian
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Bagian Kedua

Penyr-rsunan Peraturan pemerintah pengganti

Undang-Undang

Pasal 52

(1) Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang

harus diajukan ke DpR dalam persidangan yang

berikut.

(2) Pengajuan peraturan pemerintah pengganti Undang-

Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan

Undang-Undang tentang penetapan peraturan

Pemerintah pengganti Undang_Undang menjadi

Undang-Undang.

(3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak
memberikan persetujuan terhadap peraturan

Pemerintah pengganti Undang_Undang.

(4) Dalam hal peraturan pemerintah pengganti undang-

Undang mendapat persetujuan DpR dalam rapat
paripurna, peraturan pemerintah pengganti Undang_

Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang_Undang.

(5) Dalam hal peraturan pemerintah pengganti undang-

Undang tidak mendapat persetujuan DpR dalam

rapat paripurna, peraturan pemerintah pengganti

undang-undang tersebut harus dicabut dan harus
dinyatakan tidak berlaku.

(6) Dalam hal peraturan pemerintah pengganti Undang-

undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak
berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DpR

atau Presiden mengajukan Rancangan Undang_

Undang tentang pencabutan peraturan pemerintah

Pengganti Undang-Undang.

(7) Rancangan...
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(7) Rancangan undang-Undang tentang pencabutan

Peraturan pemerintah pengganti Undang_Undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segara

akibat hukum dari pencabutan peraturan pemerintah

Pengganti Undang-Undang.

(8) Rancangan Undang-Undang tentang pencabutan

Peraturan pemerintah pengganti Undang_Undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (Z) ditetapkan

menjadi Undang-Undang tentang pencabutan

Peraturan pemerintah pengganti undang-Undang

dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana

dimaksud pada ayat (5).

Pasal 53

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rancangan

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang diatur
dengan Peraturan presiden.

Bagian Ketiga

Penlrusunan Peraturan pemerintah

Pasal 54

(1) Dalam penJrusunan Rancangan peraturan

Pemerintah, pemrakarsa membentuk panitia

antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah

nonkementerian.

(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

konsepsi Rancangan peraturan pemerintatr

dikoordinasikan oleh menteri yang menyerenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum.

(3) Ketentuan.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pembentukan panitia antarkementerian dan/atau
antarnonkementerian, pengharmonisasian,

penyusunan, dan penyampaian Rancangan peraturan

Pemerintah diatur dengan peraturan presiden.

Bagian Keempat

Penyusunan Peraturan presiden

Pasal 55

(1) Dalam penJrusunan Rancangan peraturan presiden,

pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian

dan / atau antarnonkementerian.

(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

konsepsi Rancangan peraturan presiden

dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembentukan panitia antarkementerian dan/atau
antarnonkementerian, pengharmonisasian,

penyusunan, dan penyampaian Rancangan peraturan

Presiden diatur dalam peraturan presiden.

Bagian Kelima

Pen5nrsunan Peraturan Daerah provinsi

Pasal 56

(1) Rancangan Peraturan Daerah provinsi dapat berasal
dari DPRD provinsi atau Gubernur.

(2) Rancangan .
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(2) Rancangan peraturan Daerah provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan

atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

(3) Dalam hal Rancangan peraturan Daerah provinsi

mengenai:

a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi;

b. pencabutan peraturan Daerah provinsi; atau

c. perubahan peraturan Daerah provinsi yang hanya
terbatas mengubah beberapa materi,

disertai dengan keterangan yang memuat pokok
pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 57

(1) Pen5rusunan Naskah Akademik Rancangan peraturan

Daerah provinsi dilakukan sesuai dengan teknik
penyLrsunan Naskah Akademik.

(2) Ketentuan mengenai teknik pen]msunan Naskah

Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Undang_Undang ini.

Pasal 58

(1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

konsepsi Rancangan peraturan Daerah provinsi yang

berasal dari DpRD provinsi dikoordinasikan oleh alat
kelengkapan DpRD provinsi yang khusus menangani

bidang legislasi.

(2) Pengharmonisasian .

a
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(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

konsepsi Rancangan peraturan Daerah provinsi yang

berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro

hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal

dari kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penJrusun€rn

Ra'cangan peraturan Daerah provinsi yang berasal dari
Gubernur diatur dengan peraturan presiden.

Pasal 60

(1) Rancangan peraturan Daerah provinsi dapat diqiukan
oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat
kelengkapan DpRD provinsi yang khusus menangani

bidang legislasi.

(21 Ketentuan lebih ranjut mengenai tata cara

mempersiapkan Rancangan peraturan Daerah provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan DPRD provinsi.

Pasal 61

(1) Ra,cangan peraturan Daerah provinsi yang telah

disiapkan oleh DPRD provinsi disampaikan dengan

surat pimpinan DPRD provinsi kepada Gubernur.

(21 Rancangan peraturan Daerah yang terah disiapkan

oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar

Gubernur kepada pimpinan DPRD provinsi.

Pasal 62 .
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Pasal 62

Apabila dalam satu masa sidang DPRD provinsi dan

Gubernur menyampaikan Rancangan peraturan Daerah

Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adatah

Rancangan peraturan Daerah provinsi yang disampaikan

oleh DPRD provinsi dan Ranca'gan peraturan Daerah

Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan

sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Keenam

Penlnrsunan peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

Pasal 63

Ketentuan mengenai peny'sunan peraturan Daerah

Provinsi sebagaimana dimaksud daram pasal 56 sampai

dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis

terhadap pen5rusunan peraturan Daerah

Kabupaten/Kota.

(1) Penyrsunan Rancangan peraturan perundang_

undangan dilakukan sesuai dengan teknik
pen5rusunan peraturan penrndang_undangan.

(2) Ketentuan mengenai teknik penJrusunarl peraturan

Penrndang-undangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupaka,
bagian tidak terpisahkan dari Undang_Undang ini.

(3) Ketentuan . .
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(3) Ketentip mengenai perubahan terhadap teknik
penyusqnan peraturan pemndang_undangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan presiden.

BAB VII

PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Bagian Kesatu

Pembahasan Rancangan Undang_Undang

Pasal 65

(1) Pembahasan Rancangan Undang_Undang dilakukan
oleh DpR bersama presiden atau menteri yang

ditugasi.

(2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan

dengan:

a. otonomi daerah;

b. hubungan pusatdan daerah;

c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan

daerah;

d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi lainnya; dan

e. perimbangan keuangan pusat dan daerah,

dilakukan dengan mengikutsertakan DpD.

(3) Keikutsertaan DpD dalam pembahasan Rancangan

Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I.

(a) Keikutsertaan . .
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(4) Keikutsertaan DpD dalam pembahasan Rancangan

Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) diwakili oleh alat kelengkapan yang

membidangi materi muatan Rancangan Undang_

Undang yang dibahas.

(5) DPD memberikan pertimbangan kepada DpR atas

Rancangan Undang_Undang tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan

Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agama.

Pasal 66

Pembahasan Rancangan Undang_Undang

melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.
dilakukan

Pasal 67

Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 66 terdiri atas:

a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat
gabungan komisi, rapat Bada' Legislasi, rapat Bada'
Anggaran, atau rapat panitia Khusus; dan

b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Pasal 68

(1) Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan

sebagai berikut:

a. pengantarmusyawarah;

b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; da'
c. penyampaian pendapat mini.

(2) Dalam .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-34-

(21 Dalam pengantar musyawarah sebagaima'a dimaksud

pada ayat (1) hurufa:

a. DpR memberikan penjelasan dan presiden

menyampaikan pandangan jika Rancangan

Undang-Undang berasal dari DpR;

b' DpR memberikan penjerasan serta presiden dan

DpD menyampaikan pandangan jika Rancangan

Undang-Undang yang berkaitan dengan

kewenangan DpD sebagaimana dimaksud daram

Pasal 65 ayat (2) berasal dari DpR;

c' Presiden memberikan penjelasan dan fraksi

memberikan pandangan jika Rancangan Undang_

Undang berasal dari presid.en; atau

d' presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan

DpD menyampaikan pandangan jika Rancangan

Undang-Undang yang berkaitan dengan

kewenangan DpD sebagaimana dimaksud daram

Pasal 65 ayat (2) berasal dari presiden.

(3) Daftar inventarisasi masa-lah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:

a' Presiden jika Rancangan undang-undang berasal

dari DpR; atau

b' DpR jika Rancangan undang-unda'g berasal dari

Presiden dengan mempertimbangkan usul dari
DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DpD

sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2).

(4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c

pembicaraan tingkat I oleh:

disampaikan pada akhir

a. fraksi;

b. DPD, jika Rancang€ur Undang_Undang berkaitan

dengan kewenangan DpD sebagaimana dimaksud

dalam pasal 65 ayat (2); dan

c. Presiden.

(5) Dalam...
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(5) Dalam hal DpD tidak menyampaikan pandangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan

huruf d dan/atau tidak menyarnpaikan pendapat mini
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,

pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan.

(6) Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang
pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika
materi Rancangan Undang_Undang berkaitan dengan

lembaga negara atau lembaga lain.

Pasal 69

(1) Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan

keputusan dalam

a. penyampaian

rapat paripurna dengan kegiatan:

laporan yang berisi proses, pendapat

mini fraksi , pendapat mini DpD, dan hasil
pembicaraan tingkat I;

b. pernyataan persetqjuan atau penolakan dari tiap_

tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta
oleh pimpinan rapat paripurna; dan

c. penyampaian pendapat akhir presiden yang

dilakukan oleh menteri yang ditugasi.

(2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara

musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan

dilalnrkan berdasarkan suara terbanyak.

(3) Dalam hal Rancangan Undang-undang tidak
mendapat persetujuan bersama antara DpR dan

Presiden, Rancangan undang-unda'g tersebut tidak
boleh diajukan ragi daram persidanga' DpR masa itu.

Pasal 70 . .



(1) Rancangan undang-Undang dapat ditarik kembali

sebelum dibahas bersama oleh DpR dan presiden.

(2) Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas

hanya dapat ditarik kembali berdasarkan plrsetujuan

bersama DpR dan presiden.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan

kembali Rancangan Undang-Undang sebagaimana

dimaksud pada ayat (21diatur dengan peraturan DpR.
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Pasal 70

Pasal 71

(1) Pembahasan Rancangan Undang_Undang tentang

Penetapan peraturan pemerintah n.rrggrrrti Undang-

Undang dilaksanakan melalui mekanisie yang sama

dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang.

(2) Pembahasan Rancangan Undang_Undang tentang

Pencabutan peraturan pemerintah Rerrggarrl Undang_

Undang dilaksanakan meralui mekanisme khusus
yang dikecualikan dari mekanisme pembahasan

Rancangan Undang-Undang.

(3) Ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanaka' dengan tata cara

sebagai berikut:

a. Rancangan Undang_Undang tentang pencabutan

Peraturan pemerintah pengganti Undang_Undang

diajukan oleh DpR atau presiden;

b. Rancangan Undang_Undang tentang pencabutan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan
pada saat Rapat paripurna DpR tidak memberikan

persetujuan atas peraturan pemerintah pengganti

Undang-Undang yang diajukan oleh presid.en; dan

c. Pengambilan . .
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Pengambilan keputusan persetujuan terhadap

Rancangan Undang-Undang tentang pencabutan

sebagaimana dimaksud dalam huruf b

dilaksanakan dalam Rapat paripurna DpR yang

sarna dengan rapat paripurna penetapan tidak
memberikan persetujuan atas peraturan

Pemerintah pengganti Undang_Undang tersebut.

Bagian Kedua

Pengesahan Rancangan Undang_Undang

Pasal 72

Pasal 73

(1) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal T2 disahkan oleh presiden dengan

membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui

bersama oleh DpR dan presiden.

c

(1) Rancangan Undang-Undang yang terah disetujui
bersama oleh DpR dan presiden disampaikan oleh

Pimpinan DpR kepada presiden untuk disahkan
menjadi Undang-Undang.

(2) Penyampaian Rancangan Undang_Undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan daram
jangka waktu paling lama T (tujuh) hari terhitung
sejak tanggal persetujuan bersama.

(2) Dalam...



(2) Dalam hal Rancangan undang-Undang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh

Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak Rancangan Unda'g-Undang tersebut

disetujui bersama, Rancangan Undang_Undang

tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wqiib

diundangkan.

(3) Dalam hal sahnya Rancangan Undang_Undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat
pengesahannya berbunyi: Undang_Undang ini
dinyatakan sah berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat
(5) unda,g-undang Dasar Negara Repubrik Indonesia

Tahun 1945.

(+) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) hams dibubuhkan pada

halaman terakhir Undang_Undang sebelum

pengundangan naskah Undang_Undang ke dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.
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Pasal 74

(1) Dalam setiap Undang-Undang harus dicantumkan

batas waktu pendtapan peraturan pemerintah dan

peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang_

Undang tersebut.

(2) Penetapan peraturan pemerintah dan peraturan

lainnya yang diperlukan datam p"rry"t"rrggaraan

pemerintahan tidak atas perintah suatu Undang_

Undang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
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BAB VIII
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Pembahasa' Rancangan peraturan Daerah provinsi

Pasal 75

(1) Pembahasan Rancangan peraturan Daerah provinsi

dilak,kan oreh DpRD provinsi bersama Gubernur.

(2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) d,akukan melalui tingkat-tingkat
pembicaraan.

(3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 dilakukan dalam rapat
komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD

Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan

rapat paripurna.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembahasan Rancangan peraturan Daerah provinsi

diatur dengan peraturan DPRD provinsi.

Pasal 76

(1) Rancangan peraturan Daerah provinsi dapat ditarik
kembali sebelum dibahas bersama oleh DpRD provinsi

dan Gubernur.

(2) Rancangan peraturan Daerah provinsi yang sed.a'g

dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan

persehrjuan bersama DpRD provinsi dan Gubernur.

(3) Ketentuan .
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan

kembali Rancangan peraturan Daerah provinsi diatur
dengan peraturan DPRD provinsi.

Bagian Kedua

Pembatrasan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 77

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan peraturan

Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75

dan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutand.is terhadap
pembahasan peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Penetapan Rancangan peraturan Daerah provinsi

Pasal 78

(1) Rancangan peraturan Daeralr provinsi yang telah

disetujui bersama oleh DpRD provinsi dan Gubernur

disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada

Gubernur untuk ditetapkan menjadi peratura' Daeralr

Provinsi.

(2) Penyampaian Rancangan perattrran Daerah provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d,akukan datam
jangka waktu paling lama Z (tujuh) hari terhitung

sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 79
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Pasal 79

(1) Rancangan peraturan Daerah provinsi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 7g ditetapkan oreh Gubernur

dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka

waktu paling lama 30 (riga puluh) hari sejak

Rancangan peraturan Daerah provinsi tersebut

disetujui bersama oleh DpRD provinsi dan Gubernur.

(2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daeratr provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan peraturan

Daerah provinsi tersebut disetujui bersama,

Rancangan peraturan Daerah provinsi tersebut sah

menjadi peraturan Daerah provinsi dan wajib

diundangkan.

(3) Dalam hal sahnya Rancangan peraturan Daerah

Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (21, kalimat
pengesahannya berbunyi: peraturan Daerah ini
dinyatakan sah.

(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada

halaman terakhir peratura, Daerah provinsi seberum

pengundangan naskah peraturan

dalam lembaran Daerah.
Daerah Provinsi

Bagian Keempat

Penetapan Rancangan peraturan Daerah

Kabupaten/Kota

Pasal 8O

Ketentuan mengenai penetapan Rancangan peraturan

Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7g

dan Pasal 79 berraku secara mutatis mutandis terhadap
penetapan peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BABIX...
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BAB IX

PENGUNDANGAN

Pasal 81

Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang_

undangan harus diundangkan dengan menempatkannya

dalam:

a. Lembaran Negara Republik Indonesia;

b' Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia;

c. Berita Negara Republik Indonesia;

d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

e. Lembaran Daerah;

f. Tambahan Lembaran Daerah; atau

g. Berita Daerah.

Pasal 82

Peraturan perundang-undangan yang diundangkan daram

Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:

a.

b.

c.

d.

Undang- Undang/ peraturan

Undang-Undang;

Peraturan pemerintah;

Peraturan Presiden; dan

Peraturan perundang-undangan lain yang menumt
Peraturan perundang-undangan yang berlaku harrs
diundangkan dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Pasal 83

Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam

Berita Negara Republik Indonesia meriputi peraturan

Perundang-undangan yang menurut peraturan

Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Pengganti

Pasal 84 ,
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Pasal 84

(1) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

memuat penjelasan peraturan perundang_undangan

yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

(2) Tambahan Berita Negara Repubrik Indonesia memuat
penjelasan peraturan perundang-undangan yang

dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 85

Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam

Lembaran Negara Repubrik Indonesia atau Berita Negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal

82 dan pasal g3 dilaksanakan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum.

Pasal 86

(1) Peraturan perundang-undangan yang diundangkan

dalam Lembaran Daerah adatah peraturan Daerah

Provinsi dan peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

(2) Peraturan Gubernur dan peraturan Bupati/walikota

diundangkan dalam Berita Daerah.

(3) Pengundangan peraturan perundang-undanga, dalam

Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) dilaksanakan oleh

Sekretaris Daerah.

Pasal 87 . .
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Pasal 87

Peraturan perundang-undangan murai berlaku da'
mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal

diundangkan, kecuali ditentukan lain di daram peraturan

Pemndang-undangan yang bersangkutan.

BAB X
PEI{TEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Penyebarluasan prolegnas, Rancangan Undang_Undang,

dan Undang-Undang

Pasal 88

(1) Penyebarluasan dilakukan oleh DpR dan pemerintah

sejak penJrusunan prolegnas, p€Dyusunan Rancangan

Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang_

Undang, hingga pengundangan Undang_Undang.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau
memperoleh masukan masyarakat serta para

pemangku kepentingan.

Pasal 89

(1) Penyebarluasan prolegnas dilakukan bersama oleh

DPR dan pemerintah yarrg dikoordinasikan oreh alat
kelengkapan DpR yang khusus menangani bidang

legislasi.

(2) Penyebarluasan
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(2) Penyebarluasan Rancangan Undang_Undang yang

berasal dari DpR dilaksanakan oleh

komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DpR yang

khusus menangani bidang legislasi.

(3) Penyebarluasan Rancangan Undang_Undang yang

berasal dari presiden dilaksanakan oleh instansi

pemrakarsa.

Pasal 90

(1) Penyebarluasan Undang_Undang yang telah

diundangkan dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia dilakukan secara bersama-sama oreh DpR

dan Pemerintah.

(2) Penyebarluasan Undang-Undang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oreh DpD
sepanjang berkaitan

hubungan pusat dan
dengan otonomi daerah,

daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,

serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan

pusat dan daerah.

Pasal 91

(1) Dalam hal peraturan perundang-undangan perlu

diterjemahkan ke dalam bahasa asing,

penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum.

(2) Terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempakan terjemahan resmi.

Bagian . . .
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Bagian Kedua

Penyebarluasan prolegda, Rancangan peraturan Daerah provinsi atau

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan peraturan Daerah provinsi atau
Peraturan Daerah Kabupate n / Kota

Pasal 92

(1) Penyebarluasan proregda dilakukan oleh DPRD dan

Pemerintah Daerah sejak penrusunan prolegda,

penJrusunan Rancangan peraturan Daerah,

pembahasan Rancangan peraturan Daerah, hingga

Pengundangan peraturan Daerah.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud. pada ayat (1)

dilakukan untuk dapat memberikan informasi

dan/atau memperoleh masukan masyarakat da' para

pemangku kepentingan.

Pasal 93

(1) Penyebarluasan prolegda dilakukan bersama oleh

DPRD dan pemerintah Daerah provinsi atau
Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat
kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang

legislasi.

(21 Penyebarluasan Rancangan peraturan Daerah yang

berasal dari DpRD dilaksanakan oreh alat kerengkapan

DPRD,

(3) Penyebarluasan Rancangan peraturan Daerah yang

berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota

dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 94
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Pasal 94

Penyebarluasan peraturan Daerah provinsi atau
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah

diunda'gkan dalam Lembaran Daerah dilak,kan bersama

oleh DPRD dan pemerintah

Kabupaten/Kota.
Daerah Provinsi atau

Bagian Ketiga

Naskah yang Disebarluaskan

Pasal 95

Naskah peraturan perundang_undangan yang

disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang

telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan

Berita Negara Repubrik Indonesia, Lembaran Daerah,

Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB XI

PARTI SI PASI MASYARAIGT

Pasal 96

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara

lisan dan/atau tertulis dalam pembentuka,

Peraturan perundan g-undan gan.

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. rapat dengar pendapat umum;

b. kunjungan kerja;

c. sosialisasi; dan/atau
d. seminar . .
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d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah orang perseorangan atau kelompok orarlg yang

mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan

Peraturan perundang-undan gan.

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan

masukan secara risan dan/atau tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan peraturan

Perundang-undangan harus dapat diakses dengan

mudah oleh masyarakat.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yarrg diatur dalam
undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi

teknik penlusunan dan/atau bentuk Keputusan presiden,

Keputusan Pimpinan Majeris permusyawaratan Rakyat,

Keputusan pimpinan DpR, Keputusan pimpinan DpD,

Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua

Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi yudisial,

Keputusan Kepala Badan pemeriksa Keuangan,

Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri,

Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga,

atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan

Pimpinan DPRD provinsi, Keputusan Gubernur,

Keputusan Pimpinan DpRD Kabupaten/Kota, Keputusan

Bupati/walikota, Keputusan Kepara Desa atau yang

setingkat.

Pasal 98 .
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Pasal 98

(1) setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-

undangan mengikutsertakan perancang peraturan

Pemndang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan

Perancang peraturan perundang-undangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan pemerintah.

Pasal 99

Selain Perancang peraturan perundang-undangan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9g ayat (I), tahapan
pembentukan Undang-Undang, peraturan Daerah

Provinsi, dan peraturan Daerah Kabupate nlKota
mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Semua Keputusan presiden, Keputusan Menteri,

Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Wa-likota, atau
keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum

undang-Undang ini berraku, harus dimaknai sebagaj

perahrran, sepanjang tidak bertentangan dengan Und.ang-

Undang ini.

Pasal 1Ol . .
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Pasal 101

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua

Peraturan perundang-undangan yang menrpakan

peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2oo4 tentang pembentukan peraturan pemndang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2oo4 Nomor s3, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang_Undang

ini.

Pasal 102

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, unda,g-
undang Nomor 10 rahun 2oo4 tentang pembentukan

Peraturan perundang-undangan (Lembara, Negara

Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor s3, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4389),

Pasal 103

Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus

ditetapkan paling rama 1 (satu) tahun terhitung sejak

Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 104

Undang-Undang

diundangkan.
ini mulai berlaku pada tanggal

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 201I

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 20I1

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OII NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi perund ang-undangan

S tik dan Kesej ahteraan Rakyat,

* .2

Wisnu Setiawan
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PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2OLI

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

I. UMUM

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan merupakan pelaksanaan dari perintah pasal 22A undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan

bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-

undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.,, Namun, ruang

lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-

Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya,

selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-

undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah

negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam

bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk
pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem

hukum nasional. sistem hukum nasional merupakan hukum yang

berlaku di Indonesia d.engan semua elemennya yang saling menunjang
satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi
permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap
kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2oo4,
yaitu antara lain:
a. materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2oo4 banyak yang

menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan
suatu kepastian hukum;

b. teknik. . .
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b. teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;

c' terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan

atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan peraturan perundang-

undangan; dan

d' penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai

dengan sistematika.

Sebagai penyempurnaan terhadap undang-undang seberumnya,

terdapat materi muatan baru yang ditambahkan daram Undang-Undang

ini, yaitu antara lain:

a. penambahan Ketetapan Majelis permusyawaratan Ralryat sebagai

salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan hierarkinya

ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun L94S;

b. perluasan cakupan perencanaan peraturan perundang-undangan yang

tidak hanya untuk prolegnas dan prolegda melainkan juga
perencanaan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan
Peraturan perundang_undangan lainnya;

c' pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang_Undang

tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti Undang_

Undang;

d' pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam
pen]rusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan peraturan

Daerah Provinsi dan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

e' pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang peraturan perundang-

undangan, peneliti, dan tenaga ahri dalam tahapan pembentukan

Peraturan perundang-undangan; dan

f' penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I
Undang-Undang ini.

Secara umum undang-Undang ini memuat materi-materi pokok

yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan

Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan
Peraturan perundang-undangan; perencanaan peraturan perundang_

undangan; penyLlsunan Peraturan perundang-undangan; teknik
pen]rusunan peraturan perundang_undangan; pembahasan dan
pengesahan Rancangan undang-Undang; pembahasan dan penetapan

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan peraturan Daerah

Kabupaten. . .
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Kabupaten/Kota; pengundangan peraturan perundang-undangan;

penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan

Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai

pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah

lainnya.

Tahapan perencanaan, penJrusunan, pembahasan, pengesahan

dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang

pada dasarnya harus ditempuh dalam pembentukan peraturan

Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan

sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki peraturan

Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan

Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan peratura.n

Pemerintah, Rancangan peraturan presiden, atau pembahasan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal g

ayat (1).

selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik
pen]rusunan Peraturan perundang-undangan beserta contohnya yang

ditempatkan daram Lampiran II. penyempurnaan terhadap teknik
pen]rusunan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk
semakin memperjeras dan memberikan pedoman yang lebih jeras dan
pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan peraturan perundang_

undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun r94s arinea keempat yaitu
Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,

Persatuan Indonesia, Keralryatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan daram permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menempatkan . .



Pasal 3

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a
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Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta

sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan

Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan d.engan

nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hukum d.asar,, adarah norma dasar

bagi Pembentukan peraturan perundang-undangan yang

merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan

Perundang-undangan di bawah undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 194S"

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan "asas kejerasan tujuan,, adarah bahwa
setiap Pembentukan peraturan perundang-undangan harus
mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat

pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis peraturan

Perundang-undangan harus dibuat oreh rembaga negara atau
pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang

berwenang. peraturan perundang-undangan tersebut dapat
dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oreh

lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c .
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Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis,

hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar_

benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai

dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan,

Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan,, adalah

bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan

harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-

undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis,

sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan
kehasilgunaan" adalah bahwa setiap peraturan perundang_

undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan
bermanfaat dalam mengatur
berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

kehidupan bermasyarakat,

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan,, adalah
bahwa setiap peraturan perundang-und.angan harus
memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan

Peruhdang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah,
serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti
sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi
dalam peiaksanaannya.

Huruf g
Yang dimaksud dengan .,asas keterbukaan,, adalah bahwa
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan murai
dari perencanaan, pen]rusunan, pembahasan, pengesahan atau
penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan
terbuka. Dengan demikian, seruruh lapisan masyarakat
mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk
memberikan masukan dalam pembentukan peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 6
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Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan ,,asas pengayoman,, adalah

bahwa setiap Materi Muatan peraturan perundang-

undangan harus berfungsi memberikan pelindungan

untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan,, adarah

bahwa setiap Materi Muatan peraturan perundang-

undangan harus mencerminkan pelindungan dan

penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan

martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia

secara proporsional.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan,, adarah bahwa

setiap Materi Muatan peraturan perundang-undangan

harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia

yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d
Yang dimaksud dengan ,,asas kekeluargaan,, adaiah

bahwa setiap Materi Muatan peraturan perundang-

undangan harus mencerminkan musyawarah untuk
mencapai mufakat dalam setiap pengambilan

keputusan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan,, adalah
bahwa setiap Materi Muatan peraturan perundang_

undangan senantiasa memperhatikan kepentingan
seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan peraturan

Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan
bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan
Pancasila dan Undang_Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Huruf f .
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Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika,,

adalah bahwa Materi Muatan peraturan perundang-

undangan harus memperhatikan keragaman penduduk,

agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta

budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara.

Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas keadilan,, adalah bahwa

setiap Materi Muatan peraturan perund.ang-undangan

harus mencerminkan keadilan secara proporsionar bagi

setiap warga negara.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan
dalam hukum dan pemerintahan" adarah bahwa setiap

Materi Muatan peraturan penrndang-undangan tidak
boleh memuat hal yang bersifat membedakan

berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku,
ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian
hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan peraturan

Perundang-undangan harus dapat mewujudkan
ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian

hukum

Huruf j
Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian,

dan keselarasan" adarah bahwa setiap Materi Muatan
Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara
kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan

bangsa dan negara.

Ayat (2)
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Yang dimaksud dengan "asas lain sesuai dengan bidang
hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan",
antara lain:
a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada

hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana,
dan asas praduga tak bersalah;

b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian,
antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan
itikad baik.

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan ,'Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Ra\rat" adalah Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Ralryat Sementara dan Ketetap:n
Majelis Permusyawaratan Ralryat yang masih berlaku
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 4
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Ra}ryat Repubtik
Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang peninjauan

Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Ralryat Sementara dan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Ralqyat Tahun 1960 sampai
dengan Tahun 2OO2, tanggal 7 Agustus 2003.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f .
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Pasal 8

Ayat (t)

Ayat (2)

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (t)
Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf f
Termasuk daiam peraturan Daerah provinsi adalah

Qanun yang berlaku di provinsi Aceh dan peraturan

Daerah Khusus (perdasus) serta peraturan Daerah

Provinsi (perdasi) yang berlaku di provinsi papua dan

Provinsi Papua Barat.

Huruf g
Termasuk daram peraturan Daerah Kabupaten/Kota

adalah eanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di
Provinsi Aceh.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ,,hierarki,, adalah

penj enjangan setiap j enis peraturan perundang-undangan yang

didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan

yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Yang dimaksud dengan "peraturan Menteri,, adarah peraturan
yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan
dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam
pemerintahan.

Yang dimaksud dengan "berdasarkan kewenangan,, adarah

penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang_undangan

Huruf b
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Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "perjanjian internasionar

tertentu" adalah perjanjian internasional yang

menimbulkan akibat yang luas dan mend.asar bagi

kehidupan ra!ryat yang terkait dengan beban keuangan

negara dan/atau pedanjian tersebut mengharuskan

perubahan atau pembentukan Undang_Undang dengan

persetujuan DpR.

Huruf d
Yang dimaksud dengan ,,tindak lanjut atas

Mahkamah Konstitusi,, terkait dengan

Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian

Undang terhadap Undang_Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945.

Materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal,

dan/atau bagian Undang-Undang yang secara tegas

dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi

bertentangan dengan Undang_Und.ang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 194S.

Huruf e

Cukup jelas.

Mahkamah

terjadinya

putusan

putusan

Undang-

Negara

Konstitusi
kekosongan

Ayat (2)

Tindak lanjut atas putusan

dimaksudkan untuk mencegah

hukum.

Pasal I 1

Cukup jelas

Pasal L2...
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Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Pasal 18

Huruf a
Cukup jelas

Yang dimaksud dengan "menjarankan Undang-Undang sebagaimana

mestinya" adalah penetapan peraturan pemerintah untuk
melaksanakan perintah undang-Undang atau untuk menjalankan

undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang

dari materi yang diatur dalam Undang-undang yang bersangkutan.

Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan

lebih lanjut perintah undang-Undang atau peraturan pemerintah

secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

Yang dimaksud dengan "sistem hukum nasional,, adalah suatu
sistem hukum yang berraku di Indonesia dengan semua eremennya

serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka
mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam
kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang
berdasarkan pancasila dan undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Huruf b
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Huruf b
Yang dimaksud
Permusyawaratan

2003.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

dengan "Perintah Ketetapan

Ralgrat" adalah Ketetapan
Majelis

Majelis

Permusyawaratan Ra1ryat sementara dan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Ra}ryat yang masih berlaku sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 Ketetapan Majelis

Permusyawaratan RalEyat Republik Indonesia Nomor:

rlMPR|2003 tentang peninjauan terhadap Materi dan Status

Hukum Ketetapan Majeris permusyawaratan Raicyat

Sementara dan Ketetapan Majelis permusyawaratan Rairyat
Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2oo2, tanggar 7 Agustus

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
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Ayat (3)

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

yang dimaksud dengan ,,menteri

urusan pemerintahan di bidang
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ayar (s)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "pengkajian dan penyelarasan,, adalah

proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan d.iatur

dengan Peraturan perundang-undangan rainnya yang vertikar

atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih
pengaturan atau kewenangan.

yang menyelenggarakan

hukum" adalah Menteri

Pasal 23 .
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Pasal 23

persetujuan DpR

Huruf b
Cukup jelas,

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional

tertentu,, adalah perjanjian internasional yang

menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi

kehidupan rargrat yang terkait dengan beban keuangan

negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan
perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan

Pasal 28 . .
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Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
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tetap berada dalam kesatuan sistem hukum
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar produk peraturan

Daerah Provinsi

nasional.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 34

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "pengkajian dan penyerarasan,, adarah

proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur
dengan Peraturan perundang-undangan lainnya yang vertikal
atau horizontar sehingga dapat mencegah tumpang tindih
pengaturan atau kewenangan.

Pasal 35
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Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "instansi vertikal terkait,, antara lain
instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42
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PasaL 42

Cukup jelas.

Pasa-l 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Penugasan menteri disertai penyampaian Daftar Inventarisasi

Masalah (DIM) yang terah disusun dalam jangka waktu 60

(enam puluh) hari tersebut.

Ayat (21
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, DpR terah

menyelesaikan penyusunan DIM.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "persidangan yang berikut,, adalah

masa sidang pertama DpR seterah peraturan pemerintah

Pengganti Undang_Undang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jeias.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (71

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 53 .
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Pasal 53

Culn:p jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasa] 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal64...



PRESIDE N
REPUBLIK INDONESIA

_20-

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasai 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

dimaksudkan untuk menyederhanakan

mekanisme penarikan kembari Rancangan undang-Undang.

Ayat (2)



Ayat

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

PRE SI DE N
REPUBLIK INDONESIA

_2t_

(2t

Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk
mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis
penulisan Rancangan Undang-Undang ke Lembaran Resmi

Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan

Undang-Undang oleh presiden dan penandatanganan sekaligus

Pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum.

Ayat (1)

Dalam pembahasan Rancangan peraturan Daerah provinsi di
DPRD Provinsi, Gubernur dapat diwakilkan, kecuali dalam
pengajuan dan pengambilan keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 78 . .
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Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam

lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap

orEu:rg dianggap telah mengetahuinya.

Pasal 87
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Pasal 87

Berlakunya Peraturan perundang-undangan yang tidak sama dengan

tanggal Pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan

prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana peraturan perundar,g_

undangan tersebut.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan,, adalah kegiatan
menyarnpaikan informasi kepada masyarakat mengenai
Prolegnas, Rancangan Undang-undang yang seda'g disusun,
dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat
memberikan masukan atau tanggapan terhadap undang_
Undang tersebut atau memahami Undang_Undang yang telah
diundangkan. Penyebarluasan Peraturan perundang-undangan

tersebut dilakukan, misalnya, melalui media erektronik
dan/atau media cetak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyebarruasan,, adarah kegiatan
menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai
Prolegda, Rancangan peratr-rran Daerah provinsi, atau
Rancangan peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sedang

disusun . . .
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disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar
masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan
terhadap Peraturan Daerah tersebut atau memahami
Peraturan Daerah Provinsi atau peraturan Daerah
KabupatenlKota yang telah diundangkan. penyebarluasan

Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya,
melalui media elektronik dan/atau media cetak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk daram kerompok orang antara rain,
kelompok/organisasi masyarakat, kerompok profesi, lembaga
swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal98...
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Pasal 98

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perancang peraturan perundang-

undangan" adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
menJrusun Rancangan peraturan perund.ang-undangan

dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (21

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas,

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5234
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LAMPIRAN I

UNDANG_UNDANG REPUBLI I( INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2OII
TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG_UNDANGAN

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-

UNDANG, RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROViNSI, DAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1' Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian

hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan

masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang,

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan peraturan Daerah
Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan
hukum masyarakat.

2 Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN TERKAIT

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN

DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA

PENUTUP

DAFTAR. , .

BAB VI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Uraian singkat setiap bagian:

1 BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar
diwujudkan, identifikasi masaiah,

metode penelitian.

belakang, sasaran yang

tujuan dan kegunaan,
akan
serta

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan
perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan
pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan

Peraturan Daerah tertentu, Latar belakang menjelaskan mengapa
pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan

Peraturan Daerah suatu peraturan perundang-undangan

memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif
mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan

materi muatan Rancangan Undang-undang atau Rancangan

Peraturan Daerah yang akan dibentuk, Pemikiran ilmiah tersebut
mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis

serta yuridis guna mendukung perru atau tidak perlunya
penyusunan Rancangan undang-Undang atau Rancangan

Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah
apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah
Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam
suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masaiah,
yaitu sebagai berikut:

1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa,
bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan

tersebut dapat diatasi.
2) Mengapa. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan

Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut,

yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam

penyelesaian masalah tersebut.

3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis,

sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang

atau Rancangan Peraturan Daerah,

4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup
pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

c. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan penyusunan Naskah Akademik

sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang

dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik

dirumuskan sebagai berikut:

i) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan

berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara

mengatasi permasalahan tersebut.

2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai

alasan pembentukan Rancangan undang-undang atau
Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum
penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan

berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis,

yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau
Rancangan Peraturan Daerah.

4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup
pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam
Rancangan Undang-Undang atau Rancangan peraturan

Daerah.

Sementara itu, kegunaan pen)rusunan Naskah Akademik
adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan
pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan
Peraturan Daerah.

D.Metode
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D. Metode

Penymsunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan

suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode

penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode

penelitian hukum atau penelitian lain. penelitian hukum dapat

dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis

empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian

sosiolegal. Metode yuridis normatif diiakukan melalui studi
pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa
Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian,

kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian,

hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif
dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group

discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empi;is

atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian

normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-

undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang

mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan
data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh

terhadap Peraturan perundang-undangan yang diteliti.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini rnemuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis,
asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial,
politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu
Undang-Undang, Peraturan Daerah provinsi, atau peraturan Daerah
Kabupaten/ Kota.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sr-rb bab berikut:

A. Kajian teoretis.

B' Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan
norma,

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan
berbagai aspek bidang kehid.upan terkait dengan peraturan

Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasar dari hasir
penelitian.

C.Kajian...
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C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta

permasalahan yang dihadapi masyarakat.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan

diatur dalam undang-Undang arau Peraturan Daerah terhadap

aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek

beban keuangan negara.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-

undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan

Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan peraturan

Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan

horizontal, serta status dari Peraturan perundang-undangan yang

ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang

masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-

Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini
dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau

materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari
Undang-undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat
menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan

Perundang-undangan yang ada serta posisi dari undang-Undang dan

Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih
pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi
penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan

Undang-Undang, Peraturan Daerah provinsi, atau peraturan Daerah
Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

4. BAB IV
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BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan

yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk

mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita

hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa

Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan

yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris

mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat

dan negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan

yang menggambarkan bahr,l,a peraturan yang dibentuk untuk
mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan

hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang

akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian

hukum dan rasa keadiian masyarakat. Landasan yuridis
menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi
atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan

Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu,
antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang
tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih
rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah,
peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau
peraturannya memang sama sekali belum ada.

5.BABV..
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BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH

PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan

ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang,

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini,

sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan
sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab

sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada

dasarnya mencakup:

A. ketentuan umum memuat
pengertian istilah, dan frasa;

B. materi yang akan diatur;

C. ketentuan sanksi; dan

D. ketentuan peraiihan.

rumusan akademik mengenal

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan
Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang

berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori,
dan asas yang telah diuraikan d.,lrm bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain
1. Perlunya pemilahan substnr . Naskah Akademik dalam suatu

Peraturan Perundang-uncl' i.,,iln atau Peraturan Perundang-
undangan di bawahnya,

2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan
Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah dalam
Program Legislasi Nasional/prograrn Legislasi Daerah.

3. Kegiatan
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3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung

penyempurnaan pen)rusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan perundang_

undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan

Naskah Akademik

8. LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

rtd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

puti Perundang-undangan
dan Kesejahteraan Rakyat,

isnuG[iawan
LIK

E
l4J
E
ul*
*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTU KAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SISTEMATIKA

BAB I KERANGKA PERATURAN PERUNDANG_UNDANGAN

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frasa Dengan Rahmat T\:han yang Maha Esa

2. J abatan pembentuk peraturan perundang-undangan

3. Konsiderans

4. Dasar Hukum

5. Diktum

C. BATANG TUBUH

]' Ketentuan Umum

2. Materi pokok yang Diatur

3. Ketentuan pidana fiika diperlukan)

4. Ketentuan peralihan (jika diperlukan)

5. Ketentuan penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN fiika diperlukan)

F. LAMPIRAN fika diperlukan)

BAT] II
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BAB II HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

B. PENYIDIKAN

C. PENCABUTAN

D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG_UNDANGAN

E. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI

UNDANG_UNDANG MENJADI UNDANG_UNDANG

F. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG_UNDANGAN

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

C, TEKNIK PENGACUAN

BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PADA UMUMNYA

B. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENETAPAN

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

MENJADI UNDANG-UNDANG

C. BENTUK RANCANGAN UNDANG_UNDANG PENGESAHAN

PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TIDAK MENGGUNAI(AN

BAHASA INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU BAHASA RESMI

D. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN

UNDANG_UNDANG

E. BENTUK RANCANGAN UNDANG_UNDANG PENCABUTAN

UNDANG_UNDANG

F. BENTUK RANCANGAN UNDANG_UNDANG PENCABUTAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG_UNDANG

G. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG

H.BENTUK...
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H. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

J. BENTUK RANCANGAN PERATURAN MENTERI

K. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

L, BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA

BAB I
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BAB I

KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kerangka Peraturan Perundang-undangan terdiri atas

A. Judul;
B. Pembukaan;

C. Batang Tubuh;
D. Penutup;

E. Penjelasan fiika diperlukan);

F. Lampiran fiika diperlukan).

A. JUDUL

2 Judul Peraturan Perundang-undangan memuat keterangan mengenai

Jenls, nomor, tahun pengundangan atau
Peraturan Perundang-undangan.

penetapan, dan nama

Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan

hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial

maknanya telah
undangan.

dan mencerminkan isi peraturan perund.ang_

contoh nama Peraturan perundang-undangan yang menggunakan 1

(satu) kata:
- Paten;

- Yayasan;

- Ketenagalistrikan

contoh nama peraturan perund.ang-undangan yang menggunakan
frasa:

Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di Muka Umum;
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

3

4. Judul
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Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengin

huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda

baca.

Contoh
a. UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2OII
TENTANG

KEIMIGRASIAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2OO7

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMI NI STRASI KEPENDUDUKAN

PERATURAN DAtrRAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 5 TAHUN 201O

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA
MAJELIS RAKYAT PAPUA

e. PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR 23 TAHUN 2OO8

TENTANG

HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK
PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH

b

c

d

5. Judul
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Judul Peraturan Perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan

singkatan atau akronim.

Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan:

a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

b PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR 9 TAHUN 2OO5

TENTANG

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)

Pada nama Peraturan perundang-undangan perubahan ditambahkan
frasa perubahan atas di depan judul peraturan perundang-undangan

yang diubah.

Contoh

UNDANG-UNDANG REPUBLII( INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2OO8 TENTANG PARTAI POLITIK

a

b. PERATURAN
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR 14 TAHUN 2OO9

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 2 TAHUN 2OO7 TENTANG POKOK-POKOK

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari 1 (satu)

kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan

yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah d.ilakukan,

tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2OO7

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

24 TAHUN 2OO4 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN

KEUANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH

Contoh Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH I{ABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR 3 TAHUN 201 i
IENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 6 TAHUN 2OO7 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Jika Peraturan perundang-undangan yang diubah mempunyai nama
singkat, Peraturan perundang-undangan perubahan dapat
menggunakan nama singkat peraturan perundang-undangan yang
diubah.

7

8

9. Pada
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Pada nama Peraturan Perundang-undangan pencabutan

ditambahkan kata pencabutan di depan judul peraturan perundang-

undangan yang dicabut.

Contoh:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2O1O

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-

UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2OO2 TENTANG KOMISI

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Contoh Peraturan Daerah:

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2OIO

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI I(ALIMANTAN

SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2OO3 TENTANG RETRIBUSI IZIN

TRAYEK DAN IZIN ANGKUTAN KHUSUS DI PERAIRAN

DARATAN LiNTAS IGBUPATEN ATAU I(OTA

Pada nama Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perpu)

yang ditetapkan menjadi Undang-Undang, ditambahkan kata
penetapan di depan judur peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan dan diakhiri dengan frasa menjadi Undang-Undang.

Contoh:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2OO3

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2OO2 TENTANG PEMBERANTASAN

TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG_UNDANG

10.

11. Pada
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11. Pada nama Peraturan Perundang-undangan pengesahan perjanjian

atau persetujuan internasional, ditambahkan kata pengesahan di

depan nama perjaryian atau persetujuan internasional yang akan

disahkan.

Contoh:

UNDANG.UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2OO7

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN

AUSTRALIA TENTANG KERANGKA KERJA SAMA KEAMANAN

(AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONDSIA AND

AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATIOIV)

t2 Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional bahasa

Indonesia digunakan sebagai sarah satu teks resmi, nama perjanjian

atau persetujuan ditulis dalam bahasa Indonesia, yang diikuti oleh

bahasa asing dari teks resmi yang ditulis dengan huruf cerak miring
dan diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2OTO

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLiK INDONESIA DAN

REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT

WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA,

2009
(TREATY BETWEEN THD REPUBLIC OF INDONESIA AND THE

REPUBLIC OF SI/IGA PORE RELATING DDLIMITATION OF THE

TERNTORIAT SEAS OF THD TWO COUNTRIES /Ar l.HE I^IESTER/I zART

OF THE STRA/? OF S//rGA PORD, 2OO)I

Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasionar, bahasa
Indonesia tidak digunakan sebagai teks resmi, nama perjanjian atau
persetujuan ditulis dalam bahasa Inggris dengan huruf cetak miring,
dan diikuti oleh terjemahannya daram bahasa Indonesia yang
diletakkan di antara tanda baca kurung.

13

Contoh
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Contoh:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2OO9

TENTANG

PENGESAHAN U N ITED ]VA TIO]VS CONW NTION AGAIN ST
rRA/TSITA TIONAL ORGAN UED CRIME

(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK
PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)

B. PEMBUKAAN

14. Pembukaan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Frasa Dengan Rahmat T\rhan Yang Maha Esa;

b. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
c. Konsiderans;

d. Dasar Hukum; dan
e. Diktum.

B.1. Frasa Dengan Rahmat T\:han Yang Maha Esa

15. Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Perundang-undangan sebelum
nama jabatan pembentuk Peraturan perundang-undangan

dicantumkan Frasa Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang
ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah
marjin.

B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

L6. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan ditulis
seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin
dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Contoh jabatan pembentuk Undang-Undang:
PRESiDEN REPUBLIK INDONESIA,

Contoh
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Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Provinsi:
GUBERNUR JAWA BARAT,

Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Kabupaten:
BUPATI GUNUNG KIDUL,

Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Kota:

WALIKOTA DUMAI,

8.3. Konsiderans

t7. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.

18. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang
menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan

Perundang-undangan.

19. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah
Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur
fiIosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan
alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara
berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk
mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita
hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa
Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun lg41.

- Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

- unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk
untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan
hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang
akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian
hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Contoh: . . .



PRES ID E N
REPUBLIK INDONESIA

-t2_

Contoh:

undang-Undang Nomor 40 Tahun 2oo7 tentang Perseroan Terbatas

Menimbang a. bahwa perekonomian nasional yang
diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional, perlu didukung oleh kelembagaan
perekonomian yang kokoh dalam rangka
mewujudkan kesej ahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan
pembangunan perekonomian nasional dan
sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi
dunia usaha dalam menghadapi perkembangan
perekonomian dunia dan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi di era globalisasi
pada masa mendatang, perlu didukung oleh
suatu undang-undang yang mengatur tentahg
perseroan terbatas yang dapat menjamin
terselenggaranya iklim dunia usaha yang
kondusif;

c. bahwa perseroan terbatas sebagai saiah satu
pilar pembangunan perekonomian nasional perlu
diberikan landasan hukum untuk lebih memacu
pembangunan nasional yang disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas kekeiuargaan;

d. bahwa Undang-Undang Nomor. l Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum
dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu
diganti dengan undang-undang yang baru;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d perlu membentuk Undang-Undang
tentang Perseroan Terbatas;

Contoh: .
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Contoh:
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4
Tahun 2AO9 tentang Sistem Kesehatan Daerah

Menimbang: a. bahwa derajat kesehatan masyarakat yang semakin
tinggi merupakan investasi strategis pada sumber
daya manusia supaya semakin produktif dari waktu
ke waktu;
bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat perlu diselenggarakan pembangunan
kesehatan dengan batas-batas peran, fungsi,
tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas,
akuntabel, berkeadiian, merata, bermutu, berhasil
guna dan berdaya guna;

bahwa untuk memberikan arah, landasan dan
kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat
dalam pembangunan kesehatan, maka diperlukan
pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan
pembangunan kesehatan ;

20. Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Perundang-
undangan dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat
karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya
Peraturan Perundang-undangan tersebut. Lihat juga Nomor 24.

2I. Jika konsiderans memuat iebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok
pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan
kesatuan pengertian.

22. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan
dalam satu kaiimat yang diawali dengan kata bahwa d.an diakhiri
dengan tanda baca titik koma.

b

c

Contoh: . . .
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Contoh:

Menimbang: a. bahwa ...;

b. bahwa...;
c. bahwa...;
d. bahwa...;

23. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan
butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh 1: Konsiderans Undang-Undang

Menimbang: a. bahwa...;
b. bahwa

c. bahwa

d. bahwa
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

membentuk Undang-Undang tentang ...;

Contoh 2: Konsiderans Peraturan Daerah provinsi

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa...;
c. bahwa...;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang ...;

24. Konsiderans Peraturan Pemerintah cukup memuat satu

pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya

melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-

Undang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah

tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-

undang yang memerintahkan pembentukannya. Lihat juga Nomor

t9.

berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Contoh:
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Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2oLL tentang Manajemen

dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu

Lintas.

Menimbang bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan
jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran
ialu lintas dan angkutan jalan, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 93, pasal 101, pasal 102

ayat (3), Pasal 133 ayat (S) dan pasal 136 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OOg tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Manajemen dan
Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen

Kebutuhan Lalu Lintas;

25. Konsiderans Peraturan Presiden cukup memuat satu pertimbangan
yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan
ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau

Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan

Presiden tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari
Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan

pembentukannya.

Contoh:

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2olt tentang penggunaan

Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah ranah.

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Penggunaan Kawasan Hutan, periu menetapkan

Peraturan Presiden tentang penggunaan Kawasan

Hutan Lindung untuk penambangan Bawah Tanah;

26. Konsiderans
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26. Konsiderans Peraturan Presiden untuk menyelenggarakan kekuasaan
pemerintahan memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yaJrg

menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Presideh.

27. Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan
yang berisi uraian ringkas mengenai periunya melaksanakan
ketenfuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-undang atau
Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan
Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari
Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan
pembentukannya.

Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor g rahun 2olo
tentang Hutan Kota

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO2

tentang Hutan Kota perlu membentuk peraturan
Daerah tentang Hutan Kota;

8.4. Dasar Hukum

28. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
Dasar hukum memuat:
a. Dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-

undangan; dan
b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan

pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

29. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DpR
adalah Pasal 20 dan Pasal 2L Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun I945.

30. Dasar hukum pembentukan Undang-undang yang berasal dari
Presiden adalah Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun Lg4S.

31, Dasar . .



PRES ID E N
REPUBLIK INDONESIA

-17-

31. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DpR

atas usul DPD adalah Pasal 20 dan pasal 22D ayat (l) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun lg41.

32- Jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memerintahkan langsung untuk membentuk Undang-undang, pasal

yang memerintahkan dicantumkan dalam dasar hukum.
Contoh:

Mengingat: Pasal 15, Pasal 20, dan pasal 21 undang-und.ang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun l94S;

contoh tersebut terdapat dalam undang-undang Nomor 20 Tahun
2oo9 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

33. Jika materi yang diatur dalam undang-undang yang akan dibenhrk
merupakan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun lg4s, pasal

tersebut dicantumkan sebagai dasar hukum.

Contoh 1 (RUU yang berasal dari DpR):

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28c ayat (1), pasal 2gH ayat (1),

ayat (2), ayat (4), Pasal 33 ayat (3), pasal 34 ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

contoh tersebut terdapat dalam undang-Undang Nomor 1 Tahun

2ALl tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Contoh 2 (RUU yang berasal dari Presiden):

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, pasat 26 ayat (2), dan pasal

28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

contoh tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2OIl tentang Keimigrasian.

34. Dasar



PRESID E N
REPUBLIK INDONESIA

-18-

34. Dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang adalah Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun L945.

35. Dasar hukum pembentukan undang-Undang tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang menjadi Undang-
Undang adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (21

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

36. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang tentang pencabutan

Peraturart Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Pasal 5 ayat
(1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

37. Dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah adalah Pasal 5
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
t945.

38' Dasar hukum pembentukan Peraturan Presiden adalah Pasal 4
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

39. Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18
ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-
Undang tentang Pemerintahan Daerah.

40. Jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun r94s yang
memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan

Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut
dimuat di dalam dasar hukum.

Contoh:
Mengingat: 1 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 7945;

2. Undang-Undang
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a8a6);

Contoh ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun

2olo tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 14 Tahun 200g

tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4L. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar

hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya
sarna atau lebih tinggi.

42. Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut d.engan peraturan

Perundang-undangan yang akan dibentuk, peraturan perund.ang-

undangan yang sudah diundangkan tetapi beh,rm resmi berlaku,
tidak dicantumkan dalam dasar hukum.

43- Jika jumlalt Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar
hukum lebih dari satu, urutan pencantuman periu memperhatikan
tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya
sarna disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan

atau penetapannya.

44. Dasar hukum yang diambil dari pasal atau beberapa pasa-l dalam

undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal. Frasa

undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194s

ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir d.an kedua huruf u ditulis
dengan huruf kapital.

Contoh:

Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun l94S;

45.Dasar...
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45. Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun L945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi
cukup mencantumkan jenis dan nama Peraturan Perundang-
undangan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia.

46. Penulisan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan
Peraturan Perundang-undangan, diawali dengan huruf kapital.

Contoh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan peraturan

Daerah Kabupaten/ Kota.
Rancangan Undang-Undang, Rancangan peraturan
Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan peraturan

Daerah Kabupaten/ Kota.

47. Penulisan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam dasar
hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik
Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang
diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:
Mengingat: 1. ...;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OlL tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLl Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52L6);

48. Penulisan Peraturan Presiden tentang pengesahan perjanjian
internasional dan Peraturan Presiden tentang pernyataan keadaan
bahaya dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman
Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca
kurung.

49. Penulisan. . .
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49. Penul.isan Peraturan Daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan
pencantuman Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang
diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Qanun Kabtrpaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2olo tentang Susunan
dan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2olo Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2)

50. Dasar hukum yang berasal dari Peraturan Perund.ang-undangan
zam'ar1 Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis
lebih dulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia d.an kemudian
judul asli bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor
staatsbladyang dicetak miring di antara tand.a baca kurung,

Contoh:
Mengingat: 1

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek uan
Koophandel, Staatsblad 1847: 23 );

51. Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam nomor berlaku juga
untuk pencabutan peraturan perundang-undangan yang berasal dari
zamarL Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember L949.

52. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-
undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab L,2,3, dan
seterusnya, C.an diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:
Mengingat: 1

2

o
B.5. Diktum . .
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8.5. Diktum

53. Diktum terdiri atas:

a. kata Memutuskan;
b. kata Menetapkan; dan
c. jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan

54. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital taripa
spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua
serta diletakkan di tengah marjin.

55. Pada Undang-Undang, sebelum kata Memutuskan dicantumkan
Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA yang
diletakkan di tengah mar.1in.

Contoh Undang-Undang:

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

56. Pada Peraturan Daerah, sebelum kata Memutuskan dicantumkan
Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAI{(AT
DAERAH ,.. (nama daerah) dan GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...

(nama daerah), yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan
diletakkan di tengah marjin.

Contoh

at
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Contoh:

Peraturan Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSI(AN:

57. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang

disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat.

Huruf awal ka.ta Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan

diakhiri dengan tanda baca titik dua.

58. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundarig-

undangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa

Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital
dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh:

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG

KEUANGAN ANTARA

DAERAH.

TENTANG PEzuMBANGAN

PEMERINTAH PUSAT DAN

59. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah

dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Provinsi,

Kabupatenf Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan

diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh
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Contoh
MEMUTUSKAN

MCNCTAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN

MENDIRIKAN BANGUNAN.

60. Pembukaan Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat yang

tingkatannya lebih rendah daripada Undang-Undang, antara lain

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat, Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah, Peraturan Bank Indonesia,

Peraturan Menteri, dan peraturan pejabat yang setingkat, Secara

mutatis mutandis berpedoman pada pembukaan Undang-Undang.

C. BATANG TUBUH

61. Batang tubuh Peraturan Perundang-undangan memuat semua materi

muatan Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam

pasal atau beberapa Pasal.

62. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan

ke dalam:

a. ketentrian umum;
b. materi pokok yang diatur;
c. ketentuan pidana fiika diperlukan);

d. ketentuan peralihan fiika diperlukan); dan

e. keterrtuan penutuP.

63. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai

dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi

muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam

ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat

dalam bab ketentuan lain-lain.

64. Substansi . .
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64. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan
atas pelanggara.n norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian
(pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau
sanksi keperdataan.

65. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan
terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi
keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal)
tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi
yang sekaiigus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi
administratif dalam satu bab.

66. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin,
pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda
administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat
berupa, antara 1ain, ganti kerugian.

67, Pengelompokkan materi muatan peraturan perundang-undangan
dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan
paragraf.

68. Jika Peraturan Perundangan-undangan mempunyai materi muatan
yang ruang lingkupnya sangat iuas dan mempunyai banyak pasal,
pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi:
buku fiika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf.

69. Pengelornpokkan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan
paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.

70. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf;

atau
c' bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa

pasal.

71. Buku. . .
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77. Buku diberi nomor urut dengan bilangan tingkat dan judul yang
seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BUKU KETIGA

PERIKATAN

72. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang
seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I

KETENTUAN UMUM

73. Bagian diberi nomor urut dengan biiangan tingkat yang ditulis dengan
huruf dan diberi judul.

74. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul
bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang
tidak terletak pada awal frasa.

Contoh

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

75. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul

76. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf
ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak
terletak pada awal frasa.

Paragraf 1

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

Contoh

77. Pasal
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77. Pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan perundang-

undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu

kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

78. Materi muatan Peraturan perundang-undangan lebih baik
dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke

dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak

ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan
satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

79. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal

ditulis dengan huruf kapital.

Contoh

Pasal 3

80. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan d.itulis dengan

huruf kapital.

Contoh:

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 d,aa pasal 26 trdak
meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33.

81. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.

82. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca

kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.

83. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan
dalam satu kalimat utuh

84. Huruf



PRESIDE N
REPUBLIK INDONESIA

_28_

84. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan
huruf kecil.

Contoh:

Pasal 8
(1) Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk

1 (satu) kelas barang.
(2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam
kelas yang bersangkutan.

85. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan
dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dala:rr
bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 28
Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil
Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam
atau di luar negeri.

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan
sebagai berikut:

Contoh rumusan tabulasi:
Pasal 28

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi:
a. Presiden;

b. Wakil Presiden; dan

c. pejabat negara yang lain,
yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

86. Penulisan
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86. Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka

Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baca

kurung.

87. Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi,

memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan

dengan frasa pembuka;

b. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda
baca titik;

c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;

d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;

e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil,

unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;

f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut
diberi tanda baca titik dua;

g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan

huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab
diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca

kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup; dan

h. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian
melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke

dalam pasal atau ayat lain.

88. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian
kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di'belakang rincian
kedua dari rincian terakhir.

89. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif
ditambahkan kata atau yang di letakkan di belakang rincian kedua
dari rincian terakhir.

90. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif
dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di
belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

91. Kata. . .
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91. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur
atau rincian.

92. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

(1)

(2) ...:
a. ...;
b. ...; (dan, atau, dan/atau)

93. Jika suattr rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu
ditandai dengan angka Arab 1,2, dan seterusnya.

Contoh

Pasal 9

..; (dan, atau, dan/atau)

. ..., tdr", atau, dan/atau)

94. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail,
rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9
(1)

(21

a. ...;

c

a.

b.

c.

1

2

3

(.. ....

b. ...; (dan, atau, dan/atau)
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c. ..
1

2

3

...; (dan, atau, dan/atau)

a)

b)

c)

; (dan, atau, dan/atau)

95. Jika suatu rincian iebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail,
rincian itu ditandai dengan angka l), 2), dan seterusnya.

Contoh

Pasal 9

(1)

(2)...:
4..
b. ...; (dan, atau, dan/atau)

; (dan, atau, dan/atau)

c

;
2

3

a)

b) ...; (dan, atau, dan/atau)
c)

1) ...;

2) ...; (dan, atau, dan/atau)
3) ... .

C.1. Ketentuan Umum

96. Ketenhran umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan
Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketenh.ran
umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.

Contoh
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Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

97. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal

98. Keterrtuan umum berisi:
a. batasan pengertian atau definisi;
b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan

pengertian atau definisi; dan/ atau
c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau

beberapa pasal berikutnya antara 1ain ketentuan yang
mencerninkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan
tersendiri dalam pasal atau bab.

Contoh batasan pengertian:
1. Menteri aclalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahern di bidang keuangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika.

Contoh definisi:

1. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang
mencakup lokasi, letak, dan posisinya.

2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adatah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Unday1g, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Contoh
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Contoh singkatan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK

adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

2. sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya
disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang
diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan
dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan
pelaksanaan di iingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Contoh akronim:
1. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut Askes adalah...
2. orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah

orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala
maupun yang sudah ada gejala.

99. Frasa pembuka dalam ketentuan umum undang-undang berbunyi:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

100. Frasa pembuka dalam ketentuan umum peraturan perundang-
undangan di bawah undang-Undang disesuaikan dengan jenis
perahrrannya.

101. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi,
singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing
uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan
huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.

lO2.Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata
atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau
beberapa pasal selanjutnya.

103.Apabila...



PR ESID E N
REPUBLIK INDONESIA

-34-

1O3. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan
dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang
akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sarna dengan
rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah
berlaku tersebut.

104. Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-
undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-
undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebufuhan terkait
dengan materi muatan yang akan diatur.

Contoh 1:

a. Hari adalah hari kalender (rumusan ini terdapat dalam undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

b. Hari adalah hari kerja (rumusan ini terdapat dalam undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2oo9 tentang Majelis permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah).

Contoh 2:
a. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik

yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
(rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2AA9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

b. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum
(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2oll tentang perumahan dan
Kawasan Pemukiman).

105. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata
atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian
atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.

106. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di
dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka
rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan
pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau
definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tingg, yang
dilaksanal<an tersebut.

LO7. Karena
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loT.Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim

berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka

batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu

diberi penjelasan, dan karena itu harrs dirumuskan dengan lengkap

dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

108. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan

atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan

huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan

maupun dalam iampiran.

109. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum
mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan
lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;

b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang
diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan

c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya
diletakkan berdekatan secara bemrutan.

C.2. Materi Pokok yang Diatur

110. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketenhran

umum, dan jika tidak ada pengelompokkan bab, materi pokok yang

diattrr diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.

111. Pembaglan materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil

dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh:

pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi,

seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana:

1. kejahatan terhadap keamanan negara;

2. kejahatan terhadap martabat presiden;

3. kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya;

a

4. kejahatan. . .
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4. kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan;

5. kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya.

b. pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian

dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat
pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

c. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa

Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda'

C.3. Ketentuan Pidana fiika diperlukan)

112. Ketenftran pidana memuat rumusan yang menyatakan penjahrhan
pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang b,erisi norrna

larangan atau norma Perintah.

113. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas
umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku
Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut
peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-
Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana).

114. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu
dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak
pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.

115. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitLl bab

ketenhran pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur
atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan
tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.

116. Jika . .
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116. Jika di dalanr Peraturan Perundang-undangan tidak diadakan

pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam

pasal yang terietak langsung sebelum pasal atau beberapa pasal yang

berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasat yang berisi ketentuan

peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal atau beberapa

pasal yang berisi ketentuan penutup.

117. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-undang, peraturan

Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

118. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norrna

larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal

atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian,

perlu dihindari:

a. pengacuan kepada ketentuan pidana peraturan perundang_

undangan iain. Lihat juga Nomor 9g;

Contoh:

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2oro tentaag
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pasal 73

Tindak pidana di bidang Adminstrasi Kependud.ukan yang

dilakukan oleh penduduk, petugas, dan Badan Hukum diancam

dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23

Kependudukan.
Tahun 2006 tentang Ad.ministrasi

b. pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum pidana, jika
elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama; atau

c. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di
dalam norma-norma yang diatur daiam pasal atau beberapa pasal

sebelumnya, kecuali untuk
pidana khusus.

undang-undang mengenai tindak

119. Jika .
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119. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan

pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.

Contoh:

Pasal 8 1

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek

yang sarna pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orarlg

lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang

diproduksi dan atau diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
dan pidana denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

120. Jika ketenhran pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu
dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri,

saksi.

Contoh 1

undang-Undang Nomor 35 Tahun 2oog tentang Narkotika

Pasal 143

saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan
perkara tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika di muka
sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1

(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp6O0.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Contoh 2:

Peraturan Daerzrh Kota sawahlunto Nomor 9 Tahun 2oog tentang
Pajak Hiburan

wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan sprpD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o

sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 4
(empat) kali jumlah pajak yang terutang.

121.Sehubungan...
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121. Sehubungan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan

tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab undang-undang Hukum

Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas

kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai

pelanggaran atau kejahatan.

Contoh:
BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal ..., dipidana dengan pidana kurungan paling lama ...
atau pidana denda paling banyak Rp...,00

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

122. Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas

kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau

kumulatif alternatif.

a. Sifat hrmulatif:
Contoh:

Setiap orang yang dengan sengaja menyiarkan hal-hal ya.rg bersifat

sadisme, pornografi, dan/atau bersifat perjudian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana dend.a paiing banyak

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Sifat alternatif:

Contoh:

setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan penyiaran

tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama g (delapan) tahun atau pidana
denda paling banyak Rp8oo.o0o.ooo,oo (delapan ratus juta rupiah).

c. Sifat
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c. Sifat kumulatif alternatif:

Contoh:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paring

sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paring

banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah

atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau
janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang

berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang

memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan

jabatannya.

123. Perumusan dalam ketentuan pidana harus menunjukkan dengan jelas

Lulsur-unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatif.

124.Jika suatu Pera.turan Perundang-undangan yang memuat ketentuan
pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus
dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam pasal I ayat (1)

Kitab undang-Undang Hukum pidana yang menyatakan bah*a
ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Contoh:

undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan

berlaku surut sejak tanggal 1 Januari tgr6, kecuali untuk ketentuan
pidananya.

125. Ketentuan pidana bagi tindak pidana yang merupakan pelanggaran

terhadap kegiatan bidang ekonomi dapat tidak diatur tersendiri di
dalam undang-undang yang bersangkutan, tetapi cukup mengacu

kepada Undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana

ekonomi, misalnya, Undang-undang Nomor z Drt. Tahun 19s5

tentang Pengusutan, penuntutan, dan perad.ilan Tindak pidana

Ekonomi.

126.Tindak...
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126. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorarlgan atau oleh

korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilalfllkan oleh

korporasi dijatuhkan kepada:

a. badan hukum antara lain perseroan, perkumpulan, yayasan, atau

koperasi; dan/atau
b. pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang

bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.

C.4. Ketentuan Peralihan fiika diperlukan)

l2T.Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan

hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap peraturan

Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
b. menjamin kepastian hukum;
c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak

perubahan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Contoh 1:

undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo7 tentang penanaman Modal.

Pasal 35

Perjanjian Internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral,

dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah

Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai

dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3
Tahun 2AA9 tentang Pengelolaan Area pasar

Pasal 18

Izinyang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini
tetap berlaln-r sarnpai dengan habis berlakunya tzin.

Contoh. . .
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Contoh 3:

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2oa9

tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan

Pasal 38

orang atau Berdan yang telah memiliki izin usaha pemeliharaan

kesehatan hewan yang telah ada sebelum berlakunya peraturan

Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)

tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan

ditempatkan di antara Bab Ketentuan Pidana dan Bab Ketentuan

Penutup. Jika dalam Peraturan Perundang-und.angan tidak diadakan
pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat
Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal

yang memuat ketentuan penutup.

L29.Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru, dapat dimuat
ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan

sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

Contoh 1:

undang-Undang Nomor 39 Tahun 2oo| tentang Kementerian Negara

Pasal2T

Kementerian yang sudah ada pada saat berlakunya undang-Undang

ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya

Kementerian berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2oog tentang

Tahapan, Tata cara PenSrusunan, pengend.alian d.an Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawara-h Perencanaan

Pembangunan Daerah

Pasal 44
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Pasal 44

(1)

(2) Sebelum RPJMD ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman

kepada RPJMD periode sebelumnya.

13O. Penyimpangan sementara terhadap ketentuan Peraturan Perundang-

undangan berlaku juga bagi ketentuan yang diberrakusurutkan.

131. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan diberlakukan surut,
Peraturan Perundang-undangan tersebut hendaknya memuat
ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang tedadi, atau
hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal

mulai berlaku surut dan tanggal mulai beriaku pengundangannya.

Contoh:

Selisih tunjangan perbaikan yang timbul akibat peraturan

Pemerintah ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat

tanggai pengundangan Peraturan Pemerintah ini.

132. Mengingat berlakunya asas umum hukum pidana, penentuan daya

laktr surut tidak diberlakukan bagi Ketentuan pidana.

133. Penentuan daya laku surut tidak dimuat dalam peraturan

Pertrndang-undangan yang memuat ketentuan yang memberi beban

konkret kepada masyarakat, misalnya penarikan pajak atau
retribusi.

134. Jika penerapan suatu ketentuan peraturan perund.ang-undangan

dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan
hukum tertentu, ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut
harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum
hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu
persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.

atau
atau

Contoh:
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Contoh:

Izin ekspor rotan setengah jadi yang telah dikeluarkan berdasarkan

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang...

masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam

puluh) hari terhitung sejak tanggal pengundangan peraturan

Pemerintah ini.

135. Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat pembahan

terselubung atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain.

Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan

pengertian baru di dalam Ketentuan Umum Peraturan Perundang-

undangan atau dilakukan dengan membuat Peraturan Perundang-

undangan perubahan.

Contoh rumusan yang memuat perubahan terselubung:

Pasal 35

(1) Desa atau yang disebut nama lainnya yang setingkat dengan desa

yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini
dinyatakan sebagai desa menurut pasal t huruf a.

C.5. Ketentuan Penutup

136. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak
diadakan pengelompokan bab, Ketentuan penutup ditempatkan

dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.

137. Pada umumnya Ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:

a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan
Peraturan Perundang-undangan ;

b. nama singkat Peraturan perundang-undangan;

c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
d. saat mulai berlaku Peraturan perundang-undangan.

138. Penunjukan
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138. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan

Peraturan Perundang-undangan bersifat menjalankan (eksekutif),

misalnya, penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan

untuk memberikan izin, dan mengangkat pegawai.

139. Bagi nama Peraturan Perundang-undangan yang panjang dapat

dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan

hal-hal sebagai berikut:
a. nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan

tidak dicantumkan;
b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika

singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak
menimbulkan salah pengertian.

140. Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi
dan nama peraturan.

Contoh nama singkat yang tidak tepat:
(Undang-undang tentang Karantina Hewan, Ikan, dan T\rmbuhan)
undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang tentang Karantina
Hewan

141. Nama Peraturan Perundang-undangan yang sudah singkat tidak
perlu diberikan nama singkat.

Contoh narna singkat yang tidak tepat:

(Undang-Undang tentang Bank Sentral)

undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang tentang Bank
Indonesia.

142. Sinonim tidak dapat digunakan untuk nama singkat.

Contoh nama singkat yang tidak tepat:

(Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

undang-undang ini dapat disebut dengan Undang-uudang tentang
Peradilan Administrasi Negara.

143. Jika. . .
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143. Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang
baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau
sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan
yang lama, daiam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus
secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian
materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama.

144. Rumusan pencabutan Peraturan Perundang-undangan diawali
dengan frasa Pada saat ...fienis Peraturan Perundang-undangan) ini
mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang ditakukan dengan
Peraturan Perundang-undangan pencabutan tersendiri.

145. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan
tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan d.engan tegas
Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

146. untuk mencabut Peraturan perundang-undangan yang telah
diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ra1ryat,
Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Ra1ryat Daerah

Majelis

Dewan

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor
22 Tahun 2oo3 tentang susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Ra}ryat, Dewan Perwakilan Ralgrat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2ooa Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g1o), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

147 - Jikajumlah Peraturan Perundang-undangan yang dicabut lebih dari
1 (satu), cara penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk
tabulasi.

Contoh: . . .
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Contoh:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. ordonansi Perburuan (Jachtsordonantie 1931, staatsbtad 1931:

lss);
b. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar

(Derenbescherming s ordonantie 1 9 3 1, Staatsblad 1 g 3 1 : 1 3 4l ;

c. Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (Jachtsordonantie Jaua

en Madoera 7940, Staatsblad 1939: 733); dan

d. Ordonansi Perlindungan Alam (Natuurbeschermingsordonantie

1941, Staatsblad 1941: 161,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

148. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan disertai dengan

keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan

atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang dicabut.

149. untuk mencabut Peraturan perundang-undangan

diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan

kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

yang telah
frasa ditarik

Contoh:

Pada saat undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor

... Tahun... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

150. Pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku pada

saat Peraturan Perundang-undangan tersebut diundangkan.

Contoh:

a. undang-undang ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

b. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal d.iundangkan.

c. Peraturan Daerah ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan.

151. Jika. . .
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151'Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlak,nya perahrran

Perundang-undangan tersebut pada saat diundangkan, hal ini
dinyatakan secara tegas di dalam peraturan perundang_undangan

tersebut dengan:

a. menentukan tanggal tertenhr saat peraturan akan berlaku;

Contoh
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggar 17 Agustus 2011.

b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada peratt*an

Pemndang-undangan lain yang tingkatannya sarna, jika yang

diberlakukan itu kodifikasi, atau kepada peraturan perunda'g_

undangan lain yang lebih rendah jika yang diberlakukan ihr bukan
kodifikasi;

Contoh:

Saat mulai berrakunya Undang-undang ini akan ditetapkan

dengan Peraturan presiden.

c. dengan menentukan rewatnya tenggang waktu tertenhr sejak saat
Pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan
kekelinran penafsiran gunakan frasa seterah ... (tenggang wak,.r)

terhitung sejak tanggal diundangkan.

Contoh:

undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (sahr) tahun terhitung

sejak tanggal diundangkan.

152.Tidak menggunakan frasa ... murai berlaku efektif pada tanggal ...

atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian

mengenai saat berlakunya suatu peraturan penrndang_undanga'

yaitu saat diundangkan atau saat berraku efektif.

153. Pada. . .
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153. Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Perund.ang*undangan

adalah sama bagi seluruh bagian peraturan perundang-undangan

dan seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau seluruh wilayah

Provinsi, Kabupaten/Kota untuk peraturan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Daerah Provinsi,

154' PenyimPangan terhadap saat mulai berlaku peraturan Femndang-

undangan dinyatakan secara tegas dengan:

a' menetapkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan itu
yang berbeda saat mulai berlakunya;

Contoh:
pasal 45

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal g ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal... .

b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah negara

tertentu.

Contoh

Pasal 40
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud daram pasal rs ayat (r)

mulai bertaku untuk wilayah Jawa dan Madura pada ta,ggar....

155. Pada dasarnya mulai berlakunya peraturan perundang-undangan

tidak dapat ditentukan rebih awal daripada saat pengundangannya.

156' Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan perat,ran

Perunda'g-undangan lebih awar daripada saat pengundangannya

(berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut:
a' ketentuan baru yang berkaitan dengan masarah pida,a, baik

jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ilfllt
diberlakusurutkan;

b' rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap

tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertenhr
yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;

c. awal . .
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awal dari saat mulai berlaku Peratrrran Perundang-undangan
ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan

Penrndang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyaralcat,

misalnya, saat rancangEul Peraturan Perundang-undangan
tersebut tercantum dalam Prolegnas, Prolegda, dan perencanaart

rancang€rn Peraturan Perundang-undangan lainnya.

157. Saat mulai berlaku Peraturan Penrndang-undangan, pelaksanaa.nnya
tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku
Peraturan Penrnd an g-undan gan yan g mendas arinya.

158. Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan
Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih
tinggi.

l59.Pencabutan Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggr ittr dilalrukan,
jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggr itu
dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian
materi muatan Perahrran Perundang-undangan lebih rendah yang
dicabut itu.

D. PENUTUP

160. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan
yang memuat:
a. rLlmusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan

Penrndang-undangan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah
Provinsi, Lembaran Daerah KabupatenfKota, Berita Daerah
Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota;

b. penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan
Perundang-undangan;

c. pengundangan atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan;
dan

d. aktrir. . .

c
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d. akhir bagian penutup.

161. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan

Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

yang berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ...

fienis Peraturan per-r.rndang-undangan) ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

162. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan

Perundang-undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia yang

berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ...

fienis Perattrran perundang-undangan) ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

163. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan

Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah
yang berbunyi sebagai berikut:

Contoh Peraturan Daerah provinsi:

Agar setiap or€mg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Perattrran Daerah ini denga, penempatannya daram Lembaran

Daeratr Proyinsi Sumatera Barat.

164. Penandatanganan pengesahan atau penetapan peratura, perundang_

undangan memuat:

a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;

b. nama jabatan;

c. tanda tangan pejabat; dan
d' nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gerar,

pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

165.Rumusan...
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165. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapas diletatckan

di sebelah kanan.

166. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan hunrf kapital. pad.a

akhir narna jabatan diberi tanda baca koma.

a. untuk pengesahan:

Contoh:

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 JuIi 2}tl
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

b. untuk penetapan:

Contoh:

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 J:uli 2}tl
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

167. Pengunda,gan peraturan perundang-undangan memuat:

a. tempat dan tanggal pengundangan;

b. nama jabatan yang berwenang mengundangkan;

c. tanda tangan; dan

d. narna lengkap pejabat yang menandatangani,

pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

168.Tempat tanggal pengundangan peraturan perundang_undangan

diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesatra,

atau penetapan).

tanpa gelar,

169. Nama .
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169. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan hunrf kapital. pada

akhir narna jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli z}tl
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

PATRIALIS AKBAR

17o. Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari presiden tidak
menandatangani Rancangan undang-undang yang telatr disetujui

bersama antara DpR dan presiden, maka dicantumkan kalimat
pengesahan setelah nama pejabat yang mengundangkan yang

berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan

Pasal 20 ayat (s) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

171'Jika dalam waktu paring rama 30 (tiga puruh) hari Gubernur atau
Bupati/walikota tidak menandatangani Rancangan peraturan

Daeratr yang terah disetqiui bersama antara DPRD da' Gubernur
atau Bupati/walikota, maka dicantumkan kalimat
setelah narna pejabat yang mengundangkan yang
Perahrran Daerah ini dinyatakan sah.

pengesahan

berbunyi:

172'Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Negara Republik
Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daeratr
Provinsi, Lembaran Daerah Kabupate n/ Kota,Berita Daeratr provinsi

atau Berita Daerah Kabupaten/Kota beserta tahun dan nomor dari
Lembaran Negara Republik .Indonesia, Berita Negara Republik
Indonesia, Lembaran Daerah provinsi, Lembaran Daerah

Kabupaten/Kota, Berita Daerah provinsi atau Berita Daerah

Kabupaten/Kota.

173.penulisan...
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173. Penulisan frasa Lembaran Negara Republik Indonesia atau Lembaran

Daerah dihrlis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR...

Contoh:

LEMBARAN DAERAH PROVINSI (KABUPATEN/KOTA) TAHUN

NOMOR ...

E. PENJELASAN

174' Setiap Undang-Undang, Peraturan Daerah provinsi dan peraturan

Daerah Kabupate n / Kota diberi penjelasan.

175. Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (serain

Peraturan Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota) dapat diberi
penjelasan jika diperlukan.

176 Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembenfirk peraturan

Perundang-undangan atas norrna tertentu dalam batang tubuh. oleh
karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa,

kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat
disertai dengan contoh. penjerasan sebagai sarana untuk
memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatka,

terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

lTT.Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar huk,m untuk
membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan

rumusan yang berisi norma.

178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat
perubahan terselubung terhadap ketentua' peratura. perundang_

undangan.

179. Naskah. . .
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179. Naskatr penjelasan disusun bersama-sarna dengan penJrusunan

rancangan Peraturan Penrndang-undangan.

18O. Judul penjelasan sarna dengan judul Peratrrran Perundang-undangag

yang diawali dengan frasa penjelasan atas yang ditulis dengan hunrf

kapital.

Contoh:
PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESI.A

NOMOR 3 TAHUN 2OLL

TENTANG

TRANSFER DANA

181. Pedelasan peraturan perundang-undangan memuat
umum dan penjelasan pasal demi pasal.

penjelasan

182' Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali
denga, angka Romawi dan ditulis dengan huruf kapitaJ.

Contoh:

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

183' Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar
belaka'g pemikiran, maksud, dan h.rjuan penJrusunan perat,ran

Pemndang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir
konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkadung
dalam batang tubuh peraturan perundang_und.angan.

184. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan

angka Arab, jika hal ini rebih memberikan kejelasan.

Contoh: .
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Contoh:

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

2. Pembagian Wilayah

3. Asas-asas Penyelenggara pemerintahan

4. Daerah Otonom

5. Wilayah Administratif

6. Pengawasan

185. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke peraturan

Penrndang-undangan rain atau dokumen rain, pengacuan ihl
dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.

186' Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai

berikut:

a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang

tubuh;
b. tidak mempt:rruas, mempersempit atau menambah pengertian

norrna yang ada dalam batang tubuh;
c. tidak melalmkan pengurangan atas materi pokok yang d.iattrr

dalam batang tubuh;
d. tidak mengulangi uraia' kata, istilah, frasa, atau pengertian yang

telah dimuat di dalam ketentuan umum; da,/atau
e. tidak memuat rumusan pendelegasian

187' Ketenttran umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari
kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan.

188. Pada. . .
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188. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditutis frasa

culmp jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik (.) dan hurrf c

ditulis dengan huruf kapital. Penjelasan pasal demi pasal tidak

digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal benrnrtan yang tidak

memerlukan penj elasan.

Contoh yang tidak tepat:

Pasal 7, Pasal 8 dan pasal 9 (pasal T s/d, pasal 9)

Cukup jelas.

Seharusnya:

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Culmp jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

189' Jika suatrr pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak
memerluka, penjelasan, pasal yang bersangkutan cuk*p diberi
penjelasan culorp jelas., tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.

190' Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu

ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau
butir perlu dica,hrmka' dan dilengkapi dengan penjelasa' ya,g
sesuai.

Contoh:

Pasal 7

Ayat (t)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum
kepada hakim dan para pengguna hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat(41 ...
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Ayat (a)

Cukup jelas.

191.Jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang

memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik ("..."1 pada

istilatr / kata/ frasa tersebut.

Contoh:

Pasal 25
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "persidangan yang berik.f adalah

masa sidang pertama DpR setelah perat,ra' pemerintah

Pengganti Undang-Undang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukr:p jelas.

Ayat (3)

Cukurp jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

F. LAMPIRAN

192. Dalam hal peratura' perund.ang-undangan memerlukan rampiran,

hal tersebut dinyatakan daram batang tubuh bahwa rampiran
dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan

Perundang-undangan.

193. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, taber, gambar,

peh, dan sketsa.

194' Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lebih dari
sahr lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor unrt dengan

menggunakan angka romawi.

Contoh; LAMPIRAN I
I,AMPIRAN II

195. Judul
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195. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan hunrf kapitat yang

diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca denga' rata

kiri

Contoh:

I,AMPIRAN I

UI{DANCT.UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANCT.UNDANGA}I

196. Nama lampiran ditulis selumhnya dengan

diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.

huruf kapital yang

Contoh:

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG.UNDANGAN

197 . Pada halaman akhir tiap lampiran harus dica'tumkan nama dan
tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan peratura'

Perundang-undangan ditulis dengan huruf kapitat yang diletatdcan di
sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelatr

narna pejabat yang mengesahkan

Perundang-undangan.
atau menetapkan peraturan

Contoh:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

BABU.
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BAB II

HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

198. Perattrran Perundang-undangan yang lebih tirrggr dapat

mendelegasikan kewenangern mengatur lebih lanjut kepada Peratural

Perundang-undangan yang lebih rendah.

199. Pendelegasian kewenangan dapat dilalnrkan dari suatu undang-
Undang kepada Undang-Undang yang lain, dari perahrran Daerah

Provinsi kepada Peraturan Daerah provinsi yang lain, atau dari
Peratrrran Daerah Kabupaten/Kota kepada peraturan Daerah

Kabupaten/ Kota yang lain.

Contoh:
undang-undang Nomor 26 Tahun 2ooz tentang penataan Ruang

Pasal 48
(2) Ketenttran lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan

lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud. pada ayat

(1) huruf e diatur dengan Undang-Undang.

2O0. Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:

a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
b. jenis Peraturan Penrndang-undangan.

2O1. Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudatr diattrr pokok-

pokoknya di dalam peraturan perundang-undangan yang

mendelegasikan tetapi materi muatan ihr han.s diahrr hanya di dalam

Peraturan Perundang-undanga.n yang didelegasikan dan tidak boleh
didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan 

)xang
lebih rendatr (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut
mengenai ... diatur dengan ... .

Contoh
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Contoh 1:

Pasal

(1)

(2) Ketentuan tebih lanjut mengenai .,. diatur dengan peraturan

Pemerintah,

Contoh 2:

Perat,ran Daerah Kabupaten Gorontaro utara Nomor g7 Tahun 2o1o

tentang P4iak Reklame
pasal 1g

(1)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan
penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diahrr
dengan Perattrran Kepala Daerah.

Contoh 3:

Perahrran Daerah Nomor 4 Tatrun 2oLo tentang pengerolaan Sampah

Regional Jawa Timur
Pasal 23

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diahrr dengan

Peraturan Gubernur.

2O2' Jika pengaturan materi muatan tersebut dibolehkan didelegasikan

lebih lanjut (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut
mengenai ... diahrr dengan atau berdasarkan ... .

Contoh:
pasal ...

(1)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai

berdasarkan peraturan pemerintah.
diatur dengan atau

203. Jika .
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2O3. Jika materi muatan yang didelegasikan sama sekali belum diahrr

pokok-pokoknya di dalam peraturan penrndang-undangan yang

mendelegasikan dan materi muatan itu harus diafur di dalam

Peraturan Perundang-undangan yang diberi delegasi dan tidak boleh

didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Penrndang-undangan yang

lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan mengenai ...

diahrr dengan ... .

Contoh:

Pasal

(2) Ketentuan mengenai ... diatur dengan perahrran pemerintatr.

2o4' Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut
(subdelegasi) digunakan kalimat Ketentuan mengenai ... diatur dengan

atau berdasarkan ... .

Contoh:

Pasal

(2) Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan peraturarr

Pemerintah

2o5' Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikal dan materi
muata, tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat tetapi
akan didelegasikan dalam suattr Peraturan perundang-undanga,,

gunakan kalimat "Ketentuan mengenai ... diahrr daram ....,

Contoh:

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Tahun 20L0 tentang

(4) ...

Pasal 57
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(41

(s)

(6)

(7) Ketenhran mengenai pedoman persyaratan dan tata cara unttrk
mendapatkan KIPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d.iahrr

dalam Peraturan Bupati.

206. Jil<a terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikal maka
materi muatan yang didelegasikan dapat disatukan dalam I (saflr)

peraturan pelaksanaan dari perahrran perundang-undangan yang

mendelegasikan, gunakan kalimat .,(ienis peraturan perundang_

undangan) ... tentang peraturan pelaksanaan ...,

contoh: Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2oo5 tentang
Peraturan peraksanaan Undang-unda'g Nomor 2g rahun
2OO2 tentang Bangunan Gedung.

207. untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan
pelaksanaa, yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu
mencantrrmkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan
diatur lebih lanjut.

Contoh:

Diambil dari Undang-Undang Nomor
Peternakan dan Kesehatan Hewan

18 Tahun 2OOg tentang

pasal 76
(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai

dimaksud pada ayat (1) dan ayat
berdasarkan peraturan pemerintah.

kemudahan

(2) diatur
sebagaimana

dengan atau

208. Jika .
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2o8. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenalgal

dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.

209. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dapat

dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi

pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diahrr

dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.

21o. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh ada,ya

delegasi blangko.

Contoh 1:

Pasal

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur
lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Contoh 2:

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tatrun

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata

Penanggulangan Bencana Daerah

2010
Ke{a

tentang

Badan

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam eanun ini sepanjang pengattrran

pelaksanaannya, diatur dengan peratrrran Bupati.

211. Pendelegasian kewenangan mengatur dari Undang-Unda'g kepada

menteri, pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat

yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk perahrran yang bersifat

teknis administratif.

2l2-Kewenangan yang dideregasikan kepad.a suatu arat penyerenggara

negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat
penyelenggE*a negara rain, kecuari jika oreh Undang_Undang yang

mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan unhrk itu.

213. Pendelegasian .
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213. Pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu peraturan

Perundang-undangan tidak boleh didelegasikan kepada direkhrr

jenderal, sekretaris jenderal, atau pejabat yang setingkat.

2l4.Pendelegasian langsung kepada direktur jenderal atau pejabat yang

setingkat hanya dapat diberikan oleh Perattrran Perundang-undangan

yang tingkatannya lebih rendah daripada undang-undang.

215. Peraturan Perundang-undangarr pelaksanaarlnya hendal<nya tidak

mengulangi ketentuan norma yang telah diahrr di dalarn peraturan

Penrndang-undangan yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut

memang tidak dapat dihindari.

2L6'Di dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan

norrna atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan penrndalg-

undangan lebih tinggr yang mendelegasikan. pengutipan kembali

dapat dilakukan sepanjang rumusa.n norrna atau ketentua' tersebut

diperlukan sebagai pengantar (aantoop) unhrk merumuskan norma
atau ketenhran lebih lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau
ayat atau beberapa ayat selanjutnya.

B. PEI{TTDIKAN

2L7. Ketenttran penyidikan hanya dapat dimuat di daram undang-Undang,

Peraturan Daerah provinsi atau peraturan Daerah Kabupate n/Kota,.

218. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewena'gan kepada

Penyidik pegawai Negeri sipil kementerian, lembaga pemerintah

nonkementerian, atau instansi tertentu unhrk menyidik pelanggara,

terhadap ketentrran Undang-Undang, Peraturan Daerah provinsi atau
Perahrran Daerah Kabupaten/ Kota.

219.DaJam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertenfu
sebagai penyidik pegawai negeri sipil diusahakan agar tidak
mengurangi kewenangan penyidik umum untrrk melalsukan
penyidikan.

Contoh: . . .
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Contoh:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di linghrngan (nama

kementerian atau instansi) dapat diberikan kewenangan unhrk

melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-

ketentuan dalam Undang-Undang (Peraturan Daeralr Provinsi atau

Perahrran Daerah Kabupaten/Kota) ini.

22O.Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketenhran pidana atau
jika dalam Undang-Undang, Perattrran Daerah Provinsi atau peraturan

Daeratr Kabupaten / Kota tidak diadakan pengelompokal, ditempatJ<an

pada pasal atau beberapa pasal sebelum ketentuan pidana.

C. PENCABUTAN

221' Jika ada Peraturan Perundang-undangan lama yang tidak diperlukan
lagr dan diganti dengan peraturan penrndang-undangan ba*r,
Peraturan Perundang-undanga, yang banr hanrs secara tegas

mencabut Peraturan Penrndang-undangan yang tidak diperlukan itq.

222. Jika materi dalam peraturan pemndang-und.anga, yang banr
menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam
Peratrrran penrndang-undangan yang lama, di dalam perahrran

Penrndang-undangan yang baru hams secara tegas diatur mengenai

pencabutan sebagian atau selumh Peraturan Perundang-undangan

yang lama.

223. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui
Peraturan perundang-undang€rn yang setingkat atau lebih tinggi.

224. Pencabutan meralui peraturan perundang-undangan yang
tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika peraturan perundang_

undangan yang rebih tinggi tersebut dimaksudkan untr-rk
menamPung kembali selunrh atau sebagian dari materi peraturan
Penrndang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu.

225.Jika...
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225. Jika Perahrran Pentndang-undangan banr mengatrrr kembali suatu

materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan

Peratrrran Perundang-undangan itu dinyatakan dalam salatr satu

pasal dalam ketentuan penutup dari Perahrran Penrndang-undangan

yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

226. Pencabutan Peraturan perundang-undangan yang sudah

diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan d.engan

peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali
dan dinyatakan tidak berlaku.

227'. Jika pencabutan peraturan perund.angan-undangan dilakukan
dengan peraturan pencabutan tersendiri, peratur€rn pencabutan

tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang dihrlis dengan

angka Arab, yaitu sebagai berikut:
a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya

Perahrran perundang-undangan yang sudah diundangka..
b' Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlalrunya

Peratrrran Perundang-undangan pencabutan yang bersalgkutan.

Contoh:

Pasal I
undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembara' Negara

Republik Indonesia Tahun . , . Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor ...) dicabut dan dinyatarcan tidak berrak..

Pasal 2

Unda'g-undang ini mulai berlatm pada tanggal diundangkan.

Pencabutan Peraturan perundang-undangan yang menimbulkan
penrbatran dalam Peraturan penrndang-undangan lain. yang terkait,
tidak mengubah peraturan pemndang-undangan lain ]rang terkait
tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.

228

229.Peraturan...
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229.Petaturan Perundang-undangan atau ketentuan yang telah dicabut,

tetap tidak berlaku, meskipun Peraturan Perundang-undangan yang

mencabut di kemudian hari dicabut pula.

D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG.UNDANGAN

230. Penrbahan Peraturan penrndang-undangan dilakukan dengan:

a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peratural Perundang-

undangan; atau
b' menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan perundang-

undangan.

231. Perubaha, peraturan perundang-undanga' dapat dilakr:kan

terhadap:

a' selumh atau sebagia, buku, bab, bagia', paragraf, pasal,

dan/atau ayat; atau
b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau ta'da baca.

232. Jika Perat,ran perundang-undangan yang diubah mempr:nyai nama

singkat, Perahrran penrndang-undangan perubatran dapat

menggunakan narna singkat peraturan penrndang-undangan yang

diubatr.

233. Pada dasarnya batang hrbuh peraflrran penrnda.g_unda'gan

penrbahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang dihrlis dengan angka
Romawi yaitu sebagai berikut:

a. Pasa] I memuat judul peraturan penrndang-unda'gan ya.ng

diubalr, dengan menyebutkan kmbaran Negara Republik
Indonesia dan Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia
yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi
atau norrna yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu,
setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab
(1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh
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Contoh 1:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor ... Tatrun ...

tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun ... Nomor

..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...)

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) pasal

berbunyi sebagai berikr-rt: ...

3. dan seterusnya ...

8 diubah, sehingga

Contoh 2:
pasal I

Ketenhran Pasal ... dalam undang-undang Nomor ... Tahun ...

tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun ... Nomor

..., Tambatran Lembaran Negara Republik Ind.onesia Nomor ...)

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ...

b' Jika Peraturan Penrndang-undangan telah diubatr lebih dari satu
kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketenhran pada Nomor 193

huruf a, juga tahun dan nomor dari perat*ra' perundang-

undangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Repubrik

Indonesia d:tn Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia
yang diletakka, di antara tanda baca kurung da' dirinci denga'
huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).

Contoh:
pasal I

undang-undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembara' Negara

Republik Indonesia Tahun Nomor Tambaha, Lembara,
Negara Republik Indonesia Nomor ... ) yang telah beberapa kari
diubah dengan Undang-Undang:

a' Nomor Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tatrun Nomor Tambahan Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Nomor ...);

b. Nomor. . .



b. Nomor Tahun

Tahun Nomor

Indonesia Nomor ...);

c. Nomor Tahun
Tahun Nomor ...,

Indonesia Nomor...);
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(Lembaran

Tambahan

(Lembaran

Tambahan

Negara Republik Indonesia

Lembaran Negara Republik

Negara Republik Indonesia

Lembaran Negara Republik

diubatr sebagai berikut
1. Bab V dihapus.
2. Ketentuan pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. dan seterusnya ...

c' Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal
tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari
Peraturan perundang-undangan perubaha', yffig maksudnya
berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan perundang_

undangan yang diubah.

234'Jika daram peraturan perundang-undangan ditambatrkan atau
disisipka' bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian,

paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang

sesuai dengan materi yang bersangkutan.

a. Penyisipan Bab

Contoh:

Di antara BAEI Ix dan BAB X disisipkan 1 (sahr ) bab, yakni BAB

IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
INDIKASI GEOGRAFI DAN INDIKASI ASAL

b.Penyisipan...
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b. Penyisipan Pasal:

Contoh:
Di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal t28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128A

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, halcim dapat

memerintatrkan hasil-hasil pelanggaran paten tersebut dirampas
unhrk negara untuk dimusnahkan.

23-<. Jika dalam 1 (sattr) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkart
ayat banr, pemrlisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab

sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambatr dengan huruf
kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung( ).

Contoh:
Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yat<ni

ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

236. Jika dalam suatu Peraturan Perundang-undangan dilakukan
penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka
unrtan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap

dicanhrmkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh 1:

1. Pasal 16 dihapus.
2. Pasal 18 ayat (21 dihapus sehingga Pasal 18 berbr:nyi sebagai

berikr.tt:

Pasal 18

(1) ... .

(2) Dihapus...
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(2) Dihapus
(3) ... .

Contoh 2:

Peraftrran Daerah tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor

16 Tatrun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi

5. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga pasal 4

berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

(1) Dihapus.

(2) Dihapus.

(3) Lokasi Pengujian dan penguji ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Dinas perhubungan.

237. Jika suatu penrbahan

mengakibatkan:
Peraturan Penrndang-undangan

a. sistematika Peraturan perundang-undangan berrrbah;

b. materi Peraturan perundang-undangan berubalr lebih dari 50%

(lima puluh persen); atau
c. esensinya berubah,

Perattrran Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik
dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan

yang baru mengenai masalah tersebut.

238' Jika suattr Peraturan Pemndang-undangan telatr sering mengalami
penrbahan sehingga menyulitkan

undangan, sebaiknya peraturan
pengguna Perahrran penrndang-

Perundang-undangan tersebut
disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubaha, yang telatr
dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:

a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
b. penyebutan-penyebutan; dan
c. ejaan, jika Peraturan perundang-und.angan yang d.iubatr masih

terhrlis dalam ejaan lama.

E.PENETAPAN...
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E. PENETAPAN I'ERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-

UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG

239. Bataag tubuh Undang-undang tentang penetapan peratwan

Pemerintah Penggantj Undang-undang (perpu) menjadi undang-

undang pada dasarnya terdiri dali 2 (dua) pasal, yang dihrlis dengal

angka Arab, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 1 memuat penetapan perpu menjadi undang-Und.ang yang

diilruti dengan pernyataan melampirkan Perpu sebagai bagial yang

tidak terpisatrkan dengan undang-Undang penetapan tersebut.

b. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.

Contoh:

undang-Undang Nomor ls rahun 2oo3 tentang penetapan peraturan

Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor I Tatrun 2oo2 tentang

Pemberantasa, Tindak pida,a Terorisme menj adi unda,g-undang.

pasal 1

Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor I Tahun
2oo2 tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42g21 ditetapkan
menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagran yang

tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

undang-Undang ini mulai berraku pada tanggal diundangkan.

F. PENGESAHANPERJANJIANINTERNASIONAL

24o'Batang tubuh undang-Undang tentang pengesatran perja'jia,
Internasional pada dasarnya terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis
dengan angka Arab, yaitu sebagai beriln-rt:

a. Pasal 1 memuat pengesahan pedanjian internasionar dengan

memuat pernyataan melampirkan salinan naskatr asli da'
terjemalrannya dalam batrasa Indonesia.

b. Pasal. . .
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b. Pasal 2 memuat ketenhran mengenai saat mulai berlakrr.

Contoh untuk pedanjian multilateral:

Pasal 1

Mengesahkan conuention on tl@ hohibition of tle Deuelopm.ent,

hoduction, stockpiling and tJse of chemicat weapon artd, on Their

Destrudion (Konvensi tentang pelanggaran pengembangan, produksi,

Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnatralnya)

yang naskatr aslinya dalam bahasa Inggris dan terjematrannya dalam

batrasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

unda'g-undang ini mulai berlaku pad,a tanggal diundangkan.

Contoh

balrasa:
unhrk perjanjian bilateral yang harrya menggunakan dua

Pasal I
Mengesahkan Perjanjian Kerjasama antara Republik Indonesia da,
Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah pidana

(TreaQ betaneen tle Repttbtic of Ind.onesia and. Austratio on Mufital
Assistqne in criminar Matters) yang terah ditandatanga,i pada tanggal
27 ol*ober 199s di Jalcarta yang salinan naskah aslinya dalam
batrasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaim€rna terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan
ini.

dari Undang-Undang

Pasal 2

undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh . . .
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contoh untuk perjanjian bilateral yang menggunakan lebih dari dua

bahasa:

Pasal 1

Mengesatrkan Persetujuan antara Pemerintalr Republik Indonesia

dan Pemerintah Hongkong untuk penyerahan pelanggar Hukum yang

Melarikan Din (Agreement betuteen th.e Gouernment of tte Reptblik of
Indonesia and the Gouernment of Hongkong for the surrender of
Fttgitiue offendersl yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Mei

7977 di Hongkong yang salinan naskah aslinya dalam bahasa

Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa cina sebagaima'a terlampir
dan menrpakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang

ini.

Pasal 2

undarrg-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

cara penulisan rumusan pasal 1 bagi pengesaha, perja,jia, atau
persehrjuan internasional yang dilakukan denga' unda'g-unda'g
berlak, juga bagi pengesatran perjanjian atau persettrjuan
internasional ya'g dilatnrkan dengan peraturan presiden.

BABIII ...
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BAB IIT

RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

242.Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya funduk pada

kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penJrusunan

kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa

Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang

bercirikan kejernihan atau kejerasan pengertian, kelugasan,

kebakr:an, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebuhrhan

hukum baik datam perumusan maupun cara penurisa..

243. ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan antara lain:

a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;

b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam

mengungkapkan tqiuan atau maksud);

d. membakrrkan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan

secara konsisten;
e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;

f. penulisa' kata yang bermakna hrnggal atau jarnak selaru

dinrmuskan dalam benhrk hrnggal; dan

Contoh:

bukr:-buku dihrlis buku
murid-murid ditulis murid

g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilatr yang sudah

didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan,

nama profesi, nama institusi/ lembaga pemerintah / ketatanegaraan,

dan jenis peratrrran pemndang-undanga' dan rancangarl
Peraturan perundang-undanga' dalam rumusan norrna dihrlis
dengan hunrf kapitat.

Contoh
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Contoh:
- Pemerintah

- wajib P€tiak

- Rancangan Peraturan Pemerintah

244.Dalan menrmuskan ketenttran Perahrran Penrnd,ang-undangan

digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh:
Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada

sebagaima,a dimaksud daram pasal 4 ayat (1) Undang-

hanrs dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Contoh:

Istilah minuman keras mempunyai makna

Pengadilan

Undang ini,

Rumusan yang lebih baik:
(1) Permohonan beristri rebih dari seorang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

245'Tidak menggunaan kata atau frasa yang artinya tidak menentg atau
konteksnya dalam kalimat tidat< jelas.

yang kurang jetas

dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.

246.Dalarn menrmuskan ketentuan peraturarr Perrndang-undangan,

gunalan kaidah tata bahasa Indonesia yang

Contoh kalimat yang tidak balm:

lzln usaha pemsahaan yang meranggar kewajiban sebagaima'a

dimaksud dalam pasal 6 dapat dicabut.

Contoh kalimat yang baku:

Perusatraan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimalcsud dalam
Pasal 6 dapat dicabut izin usatranya.

247.Untt*. . .

baku
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247.Urrtuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilatr yang sudah

diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.

Contoh:

Perat.*an Daerah Nomor 4 Tahun 2olo tenta,g penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai utara

Pasal 58

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. nama dan alamat percetakan penrsahaa' yang melakukan

pencetakan blanko;

b. jumlah blanko yang dicetak; dan

c. jumlah dokumen yang diterbitkan.

248. untuk mempersempit pengertian kata atau isitah yang sudatr

diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak
meliputi.

Contoh:

Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.

249'Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang malcnanya terlalu
menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggun€ran

bahasa sehari-hari.

Contoh:

Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Rumusan yang baik:
Pertanian meliputi perkebunan.

25O. Di dalam peraturan

menggunakan:
Penrndang-undangan yang s€una, tidak

beberapa istilah yang berbeda unttrk menyatakan sattr pengertia'a.

yang sarna
Contoh: . . .
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Contoh:

Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian

penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suattr

pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal

selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan

unhrk menyatakan pengertian penghasilan.

b. satu isdlah unhrk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh:

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian

penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak
sarna dengan pengertian pengamanan.

251.Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh

menggunakan frasa tanpa mengurangi, denga' tidak mengura'gi,
atau tanpa menyimpang dari.

252. untuk menghindari perubahan nEuna kementeria', penyebutan

menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarka' pada

urusan pemerintahan dimaksud.

Contoh:

Menteri adatah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintatra'
di bidang keuangan.

253. Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang barryak
dipakai dan terah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa
Indonesia dapat digunakan jika:

a. mempunyai konotasi yang cocok;

b' lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya daram Bahasa
Indonesia;

c. mempunyai corak internasional;

d. lebih mempernudatr tercapainya kesepakatan; atau

e. lebih . .
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Iebih mudah dipatrami daripada tedematrannya dalam Bahasa

Indonesia.

Contoh:

1. devaluasi (penunrnan nilai uang)

2. devisa (alat pembayaran luar negeri)

254. Penggunaan kata, frasa, atau istilah batrasa asing har,]ra digunakan

di dalam penjelasan perahrran perundang-undangan. Kata, frasa,

atau istilah bahasa asing itu didahului oreh padanannya dalam

Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan d.iantara tanda baca

kurung O.

Contoh:

1. penghinaan terhadap peradilan (contempt of rrlurfi
2. penggabungan (merger)

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

255. Gunakan kata paring, untuk menyatakan pengertian maksimum dan
minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasal wakhr.

Contoh:

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tatrun atau
paling lama
Rp500.000,00

20 (dua puluh) tahun dan
(lima ratus ribu rupiatr)

denda paling sedikit
atau paling barryak

Rpl.O00.000.000,00 (saru milyar rupiah).
Contoh untuk perda:

'.. dipidana dengan pida,a rn-rrungan paling lama 6 (enam) buran atau
denda paling banyak Rp50.ooo.ooo,oo (lima puluh juta rupiah).

256. unh-rk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:

a. waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling tama untuk
menyatakan jangka waktu;

Contoh
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Contoh 1:

Peraturan pelaksanaan Undang-undang ini hanrs ditetapkan paling

lama 1 (sat.r) tahun terhitung sejak undang-undang ini

diundangkan.

Contoh 2:

Presiden menugasi menteri yang mewakili unhrk membahas

rancErngan unda,g-undang bersama DpR dalam wa}rtu paling larrra

60 (enam puluh) hari sejak surat pimpina. DpR diterima.

b.wakhr, gunakan frasa paling lambat atau paling cepat unt,k
menyatakan batas waktu.

Contoh:

Surat permohonan idrl usaha disampaikan

perindustrian paling lambat tanggal 22 Juli2OlL.
kepada dinas

c.jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau paling barryak;

d.jumlatr non-uang, gunakan frasa paring rendah dan paling ting$.

257' untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali.

Kata kecuali ditempatkan di awar kalimat, jika yang d.ikecuarikan

adalah seluruh kalimat.

Contoh:

Unda'g-undang Nomor g rahun 2oro tentang pencegahan dan
Pemberantasan Tindak pidana pencucian Uarg

pasal 29

Kecuali terdapat unsur penyarahgunaan wewena.ng, pihak perapor,

pejabat, da, pegawainya tidak dapat ditunhrt, baik secara perdata

maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelapora' menurut
Undang-Undang ini.

258. Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suahr kafa, jika yang

akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh:



PFIESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-82-

Contoh:

undang-undang Nomor 6 Tatrun 2oLr tentang Keimigrasian

Pasal 1

38. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut,

kecuali awak alat angkut.

259. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain.

Contoh:

undang-Undang Nomor 40 Tahun 2oor tentang perseroan Terbatas

PasaJTT

(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal

76, RUPS dapat juga dilakukan melalui med.ia telekonferensi, video

konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang

memungkinkan semua peserta RUps saling merihat dan
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam ra.pat.

26o' unh-rk menyatakan makna pengandaian atau
digunaka, kata jika, apabila, atau frasa dalam hal.

kemungkinan,

a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal
(pola karena-maka).

Contoh:

Jika suatu perusahaa' melanggar kewajiba' sebagaimana

dimaksud dalam pasar 6, izin perusahaan tersebut dapat d.icabut.

Undang-Undang

Permusyawaratan

Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

Nomor

Rakyat,
27 Tahun 2OO9

Dewan Perwakilan
tentang

Rakyat,
Majelis

Dewan

Pasal 41

(3) Jika terjadi kekosongan jabatan presiden, MpR
menyerenggarakan sidang paripurna MpR untuk merantik
Presiden menjadi presiden.

segera

Wakil

b. Kata
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b. Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang

mengandung wakttr.

Contoh:

Apabila anggota Komisi pemberantasan Kompsi berhenti dalam

masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (+), yang bersangkutan digantika. oreh a'ggota

pengganti sampai habis masa jabatannya.

c' Frasa dalam hal digunakan untuk menyatalcan suahr

kemungkina,, keadaan atau kondisi ya'g mungkin terjadi atau

mungkin tidak teq'adi (pola kemungkinan_maka) .

Contoh:

Dalam hal Ketua

Ketua.

tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil

undang-undang Nomor 13 Tahun 2oLo tentang Hortikr:rhrra

pasal 33
(2) Dalam hal sarana hortilnrltura daram negeri tidak mencukupi

atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortitmlhrra yang

berasal dari luar negeri.

261' Frasa pada saat digunaka, untuk menyatakan suah: keadaa. yang
pasti akan terjadi di masa depan.

Contoh:

undang-undang Nomor 25 Tahun 2oog tentang perayanan Rrbrik

pasal 59
Pada saat Undang-undang ini mulai berrak,, semua peraturan atau
ketentuan mengenai penyerenggaraan pelayanan publik wajib
disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini paling
lambat 2 (dua) tahun.

262. Untuk .
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262.Unt:ttk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata dan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OOg tentang pos

Penyelenggara pos

keselamatan kiriman.

Pasal 30

wajib menjaga kerahasiaan, kearnanEul, dan

263. unhrk menyatalcan sifat alternatif, gunakan kata atau.

Contoh

undang-Undang Nomor 39 Tahun 2oog tentang Kementeria, Negara

Pasal 19

(1) Pengubahan sebagai akibat pemisalran atau penggabungan

kementerian dilakuka, dengan pertimba'gan Dewan penuakila'

Ralryat.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2oLo tentang Keprotokora,

pasaJ22

(2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau
sangkakala pengibaran atau penurunarr bendera negara diiringi
dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.

264'unntk menyatakan sifat kr-rmulatif sekatigus alternatif, gunakan frasa
dan/atau.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2oog tentang peternakan dan
Kesehatan Hewan

Pasal 69 .. .
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Pasal 69

(1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium

veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaa, dan pengujia,

veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa

di pusat jasa kesehata'hewan atau pos kesehatan hewan.

Contoh:

Unda'g-unda,g Nomor 9 Tahun 2olo tentang Keprotokola,

Pasal 31

(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (r) meriputi:

a. penghormatan dengan bendera negara;

b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
c. benttrk penghormatan lain sesuai dengan ketenhra, perattrra'

perundang-undangan.

265. Unturk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak.

Contoh:

Undang-Undang

Permusyawaratan
27 Tahun 2OO9

Dewan perwakilan
Nomor

Rakyat,
tentang Majelis

Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Ralsyat,

Pasd 72

(1) DPR datam meraksanakan tugas dan wewenangnya berhak
meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, bada, huk,m, atau
warga masyarakat unhrk memberikan keterangan tentang sesuatu

hal yang perlu ditangani demi kepentingan ba'gsa dan negara.

266. untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau
lembaga gunakan kata berwenang.

Contoh:

undang-unda,g Nomor 1 Tahun 2oog tentang penerbanga'

Pasal 313 . .
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Pasal 313

(1) Menteri berwenang menetapkan program penegakan hukum dan

mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan.

267-Unf.tk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangas yang

diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat.

Contoh 1:

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2oog tentang pertambangan Mineral

dan Batrrbara

pasal 9O

Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian. atau selunrh

tatrapa' usaha pertambanga', baik kegiata, eksprorasi maupun

kegiatan operasi produksi.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2olo tentang penyelenggaraa'

Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu sungai utara

Pasal 28

(2) Penduduk yang tidarc mampu meraksanakan peraporan send.iri

terhadap peristiwa kependudukan yang menyangk*t dirinya
sendiri dapat dibantu oleh instansi pelaksa'a atau meminta
bantuan kepada orang lain.

268. untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telatr ditetapkan,
gunakan kata wajib.

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkqtan dijatuhi
sanksi.

Contoh 1:

unda'g-undang Nomor 6 Tahun 2orr tentang Keimigrasian

Pasal 8. . .
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Pasal 8

(1) Setiap orang yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia w4jib

memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2OLO tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pasal 17

(1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.

269. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan

tertentu, gunakan kata hams. Jika keharusan tersebut tidak
dipenuhi, ymg bersangln:tan tidak memperoleh sesuatu yang

seharrrsnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau
persyaratan tersebut.

Contoh:
undang-Undang Nomor 5 Tahun 2olL tentang Akuntan Rlbuk

Pasal 6

(1) untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan publik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang hanrs memenuhi

syarat sebagai berikut:
a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik

yang sah;

b. berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3;

c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. memiliki Nomor Pokok Wqiib pajak;

e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan
izin Akuntan Publik;

f. tidak pernah dipidana yang terah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang

diancam dengan pidana penjara 5 (Iima) tahun atau lebih;

g.menjadi...
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g. menjadi anggota Asosiasi profesi Alnrntan Rrblik yang

ditetapkan oleh Menteri; dan

h. tidak berada dalam pengampuan.

27o. unttrk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OlL
Kawasan Permukiman

tentang Perumatran dan

Pasal 135

setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya

atas rumah umum kepada pihak lain.

Contoh 2:

Perahrran Daerah Kabupaten Hulu sungai utara Nomor 2 Tatrun 2oro
tentang lzrn usaha perikanan dan Tanda pencatata, Kegiatan

Perikanan

pasal 1 I
(1) Setiap pemegang IUp atau TpKp dilarang:

a. melalnrkan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan

alat terlarang seperti balran kimia, bahan peledak, obat bius,

Errus ristrik, dan menggunakan alat tangkap dengan ukuran
mata jaring kurang 2,5 cm atau arat tangkap denga, ukuran
mata bilah kurang dari 1 cm.

C. TEKNIK PENGACUAN

277'Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu keburatan pengertian

tanpa mengacu ke pasar atau ayat lain. Namun, unhrk menghindari
pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.

272. Tel<latk .



PRESIDEN
FIEPUBLIK INDONESIA

-89-

272.Telsrk pengacuarl dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari

Peraturan Perundang-undangan yang bersangkrrtan atau perattrral

Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud

pada ayat ... .

Contoh 1:

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2oog tentang Narkotika

Pasal 72

(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dilaksa,akan

oleh penyidik BNN

(2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diangkat dan

diberhentikan oleh Kepala BNN.

Contoh 2:

Peratrrran Daerah Nomor 4 Tahun 2oto tentang penyelenggaraa,

Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu sungai utara

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf a, penyelenggara mengadakan koordinasi

dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah nonkementerian.

f2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berkaitan dengan

aspek perencanaan, pengorganisasian, peraksa'aan, penga\MasEln,

da, evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

273.Pengacuan lebih dari dua terhadap pasar, ayat, atau hunrf yang

berunrtan tidak perlu menyebutkan pasar demi pasal, ayat demi ayat,

atau hunrf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan

frasa sampai dengan.

Contoh:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-90-

Contoh:

unda'g-unda'g Nomor 2r rahun 2oog tentang perba'rca, syariatr

Pasal 10

Ketentuan lebih la,jut mengenai perizinan, benhrk bada. hukum,

anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank syariah

sebagaima'a dimaksud dalam pasal s sampai denga' pasal 9 diatur
dengan Peraturan Bank Indonesia.

undang-undang Nomor 4 Tatrun 2oll tentang Informasi Geospasial

Pasal 57

(5) Ketent,an lebih ranjut mengenai pembinaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan

Peraturan pemerintah.

unda'g-undang Nomor 21 Tahun 2oog tentang perbankan syariah

Pasa] 37

(3) ...

f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak
sebagaima,a dimaksud dalam huruf a sampai dengan hunrf e.

274'Pengacuan rebih dari dua terhadap pasar atau ayat ya,g beruruta',
tetapi ada ayat dalam salah sattr pasal yang dikecuarikal, pasal atau
ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

Contoh:

a. Ketentuan sebagaimana dimaksud datam pasal 5 sampai denga'
Pasal 12 berraku juga lagi caron hakim, kecuali pasar 7 ayat (r).

b. Ketenhran sebagaimana dimaksud pada ayat (r) sampai dengan

ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4) huruf a.

275'l<ata pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan
salatr satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

Contoh: . . .
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Contoh:

Rumusan yang tidak tepat:

Pasal 8

(1)

(21 lt"EL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlahr unhrk
6O (enam puluh) hari,

276. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai
dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (iika ada), kemudian diikuti
dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh:

Pasal 15

(1)

(2t

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal T ayat (2) dan
ayat (41, Pasal 12, dart pasal 13 ayat (3) diajukan kepad.a Menteri
Pertambangan.

277'Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi
pokok yang diacu.

Contoh:

Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15

diberikan oleh ... .

27 8' Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan penrndang-undangan

yang tingkatannya sarna atau lebih tinggr.

279'Htndari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelatr pasal atau
ayat bersangkutan.

Contoh:

unda.g-undang Nomor g ratrun 2olo tenta'g Tindak pidana

Pencucian Uang

Pasal15...
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, Pasal 15

Pejabat atau pegawai ppATK yang melanggar kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam pasal 3T ayat (a) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 2 (dua) tatrun dan denda paling banyak Rp5oo.o0o.ooo,oo

(lima ratus juta rupiah).

280' Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari

pasal atau ayat ya'g diacu dan tidak menggunakan frasa pasal yang

terdahulu atau pasal tersebut di atas.

281. Pengacuarr untuk menyatakan berlak,nya berbagai ketenhran

Perattrran Perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci,

menggunakan frasa sesuai dengan ketenhran peraturan perundang_

undangan.

282' unhrk menyatakan perahrran pelaksanaal dari suatu perahrran

Perundang-undangan dinyatakan masih tetap berla.lar sepanjang tidak
bertentanga, dengan peraturan perundang-undangan, gunaka' frasa

' dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertenta,gan dengan

ketentuan daram fenis peraturan perunda'g-unda,gan yang

bersangkutan) ini.

Contoh:

Pada saat unda'g-und.ang ini mulai berlarru, semua peraturan

Penrndang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari
undang-undang Nomor r o Tahun 2oo4 tentang pembentukan

Perahrran Perundang-undanga, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo4 Nomor s3, Tambalran *mbara' Negara Republik
Indonesia Nomor 4gg9), dinyatakan masih tetap berlalru sepanjang

tidak bertentangan dengan ketentuan dalam unda,g-undang ini.

283' Jika peraturan pe.-rndang-undangan yang dinyatakan masih tetap
berlalnr hanya sebagian dari ketentuan perahrran perundang_

undangan tersebut, gunakan frasa dinyatalcan tetap berlaku, kecuali

Contoh:
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Contoh:
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaktr, Peraturan Pemerintah

Nomor ... Tahun ... tentang .,. (Lembaran Negara Republik Ind.onesia

Tahun ... Nomor ... , Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor ...) dinyatakan tetap berraku, kecuali pasal 5 sa"rrpai dengan

Pasal 10.

284. Naskatr Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf
Bookman old stgle, denga'hunrf L2, di atas kertas F4.

BAB IV .
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BAB IV

B ENTUK RANCANGAN PERATU RAN PERU NDANCI-UNDANGAN

A. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG

UNDANC*-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Undang-Undang)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa ...;

bahwa ...;

dan seterusnya ...;

Mengingat:

dan seterusnya...;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSI(AN:

l{enetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ... (nama undang-Undang).

a

b

c,

1

2

3

BAB I

Pasal 1 ...
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Pasal 1

BAB II

Pasal

BAB ... (dan seterusnya)

Pasal

undang-Undang ini mulai bertaku pada tanggar diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggat ...

MENTERI

hukum),
(yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

B. RANCANGAN .
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B. RANCANGAN UNDANC-.UNDANG PENETAPAN PERATURAN

PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANC"-

UNDANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR...TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI

UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ..,
TENTANG ... MENJADI UNDANC,-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa ...;

b. bahwa...;
c. dan seterusnya

Mengingat:

. dan seterusnya...;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAIffAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANCT-UNDANG TENTANG PENBTAPAN PERATURAN

PEMEzuNTAH PENGGANTI UNDANG.UNDANG NOMOR ...
TAHUN .,. TENTANG ... MENJADI UNDANG.UNDANG.

1

2

3

Menetapkan:

Pasal1...
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Pasal 1

Peraturan Pemerintah pengganti Undang_Undang Nomor ...
Tahun '.. tentang ... (Lembaran Negara Repubrik Indonesia

Tahun ... Nomor .,. , Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor ...) ditetapkan menjadi Unda,g-undang

dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggat ...

MENTEzu

hukum),
(yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

Undang-Undang

diundangkan.

C. RANCANGAN . .
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C. RANCANGAN UNDANCT-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN

INTERNASIONAL YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA

SEBAGAI SALAH SATU BAHASA RESMI

UNDANCI-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR... TAHUN ...

TENTANG

PENGESAHAN KONVENSI ...

(bahasa asli pedanjian internasional yang diratifikasi dan diilnrti dengan

bahasa Indonesia sebagai terjemahannya)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa...;
c. dan seterusnya

Mengingat:

dan seterusnya ...;

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAICTAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSI(AN:

1

2
3

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN Kor\n/ENSI ...

(bahasa asli perjanjian internasional yang diratifikasi dan
diilflrti dengan bahasa Indone sia sebagai terjemahannya).

Pasal 1

(1) Mengesahkan Konvensi (bahasa asli perjanjian
internasional yang diratifikasikan dan diikr-rti dengan
bahasa Indonesia sebagai terl'emahannya) denga'
Reservation (Pensyaratan) terhadap pasal ... tentang... .

(2) Satinan . .
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(2) salinan naskah asri Konvensi ... (bahasa asli perjanjian
internasional yang diratifikasikan dan diilnrti dengan

bahasa Indonesia sebagai terjemahannya) dengan

Reservation (pensyaratan) terhadap pasal ... tentang
dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa
Indonesia sebagaimana terrampir dan menrpakan
bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Undang-Undang
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Undang_Undang
penempatannya dalam Lembaran
Indonesia.

Pasal 2
ini mulai berlaku pada tanggal

memerintahkan
ini dengan

Negara Republik

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

NAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI gang menyelenggarakan urusan pemerintalran di bidang
hukum),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ..

D. BENTUK
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D. BENTUK RANCANGAN

UNDANG

Menimbang:

Mengingat:

bahwa ...;
bahwa ...;
dan seterusnya

dan seterusnya ...;

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAICTAT REPUBLIK INDONESI.A

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESI,A

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

(untuk penrbahan pertama )

atau

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG.UNDANG

NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...
(untuk perubahan kedua, dan seterusnya )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a.

b.

c.

1.

2.

3.

MEMUTUSI(AN:

UNDANCT-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS

UNDANG.UNDANG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ... .

Menetapkan:

Pasall...
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor ...

Tahun tentang (Lembaran Negara Republik

Negara Republik Indonesia Nomor ... ) diubah sebagai

berikut:
1. Ketentuan Pasal ... ( bunyr rumusan tergantung

keperluan ), dan setemsnya.

Pasal II
Undang-Undang ini mulai
diundangkan,

berlalm pada tanggal

Agar setiap orarlg mengetahuinya,
pengundangan Undang_Undang

penempatannya dalam Lembaran
Indonesia.

memerintahkan
ini dengan

Negara Republik

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

NAMA

Diu^rdangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI (yang menyelenggarakan

huhrm),
urusan pemerintahan di bidang

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR

E. BENTUK
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E BENTUK RANCANGAN UNDANCT.UNDANG PENCABUTAN UNDANG-

UNDANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK TNDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PENCABUTAN UNDANCT.UNDANG NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG ... (Nama Undang_Undang)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya

Mengingat:

. dan seterusnya ...;

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAI{YAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSI(AN:

UNDANC"-UNDANG TENTANG PENCABUTAN UNDANG-
UNDANG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ... .

Pasal 1

undang-Undang Nomor . . . Tahun ... tenta,g ... (tembaran
Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambaha,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku (bagi undang-Undang yang sudah
berlaku) atau ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku
(bagi undang-Undang yang sudah diundangkan tetapi berum

mulai berlaku).
pasal2...

I
2

3
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Undang-Undang
diundangkan.

Pasal 2
ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI

hukum),
(yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

F.BENTUK...
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F. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENCABUTAN PERATURAN

PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG.UNDANG

UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa . ..;
bahwa ...;
dan seterusnya...;

Mengingat:

. dan seterusnya

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI

UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN .,. TENTANG ...

Pasal 1

Peraturan Pemerintah pengganti undang-Undang Nomor
Tahun tentang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ...) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku (b"g perattrran pemerintah

Pengganti Undang-undang yang sudah berlaku) atau
ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku (bagr

Peraturan. . .

a
b
c,

1

2

3
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Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang

sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku).

Undang-Undang
diundangkan.

Pasal 2
mulai berlaku pada tanggat

memerintahkan
ini dengan

Negara Republik

lnl

Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Undang-Undang
penempatannya dalam Lembaran
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tarlgan

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTEzu

hukum),
$ang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

G.RANCANGAN...
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G. RANCANGAN PERATURAN

UNDANG
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-

PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESI,A

NOMOR .... TAHUN .....
TENTANG

(Nama Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa ...;
bahwa ..,;
dan seterusnya

Mengingat:

dan seterusnya

MEMUTUSI{AN:

MenetapKan: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

TENTANG ... (Nama peraturan pemerintah pengganti

Undang-undang).

BAB I

Pasal I

BAB II

Pasal

BAB

a.

b.

c.

1.

2.
3.

(dan seterusnya)

Pasal 2
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Pasal 2

Perahrran Pemerintah pengganti undang-undang ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orarrg mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan pemerintah pengganti Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pacla tanggal ...

MENTEzu

hukum),
(yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

H. BENTUK
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H BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMEzuNTAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESTA

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

(Nama Peraturan pemerintah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa ...;

bahwa .. .;

dan setenrsnya ...;

Mengingat:

dan seterusnya .,.;

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG .... (nama
Peraturan Pemerintah).

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal

BAB

a.

b.

c

1

2

3

(dan seterusnya)

Pasal ... .
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Pasal,,.
Peraturan pemerintatr ini
diundangkan.

mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap
pengundangan

penempatannya

Indonesia.

orang mengetahuinya, memerintahkan

Peraturan pemerintah ini dengan

dalam Lembaran Negara Republik

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ..,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI

hulmm),
(yang menyelenggarakan urusErn pemerintahan di bidang

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR...

I. RANCANGAN
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I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama peraturan presiden)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa ...;
bahwa ...;

dan seterusnya...;

Mengingat:

dan seterusnya ...;

MEMUTUSI(AN:

Menetapka,: PERATURAN PRESIDEN TENTANG .... (nama peraturan

Presiden).

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal

BAB ...
(dan setemsnya)

a.

b.

c

1

2

3

Pasal
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Pasal

Peraturan Presiden ini
diundangkan.

mulai berlaln: pada tanggal

Agar setiap
pengundangan

penempatannya

Indonesia.

orang mengetahuinya, memerintahkan

Peraturan presiden ini dengan

dalam Lembaran Negara Republik

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTEzu

hukum),
(yang menyelenggarakan urusan pemerintaLran di bidang

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR...

J. BENTUK. . .
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BENTUK RANCANGAN PERATURAN MENTERI

PERATURAN MENTERI ... REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN .,.
TENTANG

(Nama peraturan Menteri)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ...REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa ...;
bahwa ...;

dan setemsnya...;

Mengingat:

dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN MENTERI

Peraturan Menteri).
. TENTANG .... (nama

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal

BAB...
(dan seterusnya)

a

b

c.

1

2

3

Pasal
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Pasal

Peraturan Menteri ini
diundangkan,

mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahka'
pengundangan perattrran Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Repubtik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI ... REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggai ...

MENTERI

hukum),
(yang menyelenggarakan urusa-n pemerintatran di bidang

tanda tangan

NAMA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR...

K. BENTUK
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K. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

PERATURAN DAERAH PROVINSI ... (Nama provinsi)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama perahrran Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR (Nama provinsi),

Menimbang : bahwa ..,;
bahwa ...;

dan seterusnya ...;

Mengingat:

dan seterusnya ...;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAIffAT DAERAH PROVINSI ..

(Nama Provinsi)

dan

GUBERNUR ... (Nama provinsi)

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah)

BAB I
KETENTUAN UMUM

a.

b.

c.

1

2

J

Pasal 1

BABII ...
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BAB II

Pasal

BAB...
(dan setenrsnya)

Pasal

Peraturan Daerah
diundangkan.

ini mulai bertaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah provinsi ... (Nama provinsi).

Ditetapkan di ..

pada tanggal ...

GUBERNUR ... (Nama Provinsi)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETAzuS DAERAH PROVINSI... (Nama provinsi),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI ... (Nama Provinsi) TAHUN ... NoMoR

L. BENTUK



PRESIDE N
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

L. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/ KorA. . . (nama kabupaten / kota)
NOMOR ... TAHUN

TENTANG
(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI /WALIKOTA (nama kabupaten/ kota),

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa...;
c. dan seterusnya

Mengingat:

, dan seterusnya...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN/KOTA ...

(nama kabupaten/kota)
dan

BUPATI/WALIKOTA ... (nama kabupaten/kota)

Menetapkan: PERATURAN

Daerah).

MEMUTUSI(AN:
DAERAH TENTANG (Nama Peraturan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

Pasal

BAB,..
(dan seterusnya)

1

2
3

Pasal
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturarr Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupate.rTfotu (nama
kabupaten / kota).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI / WALII(OTA
kabupaten / kota),

tanda tangan

NAMA

(nama

Diundangkan di
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (nama kabupaten/kota),

tanda tangan

NAMA

Peraturan Daerah
diundangkan.

Pasal

ini

LEMBARAN DAERAH
TAHUN... NOMOR...

Salinan sesuai dengan asiinya
KEMENTE N SEKRETARIAT NEGARA RI

ti Perundang-undangan
Kesejahteraan Rakyat,

mulai berlaku pada tanggal

KABUPATEN/KOTA (nama kabupaten/kota)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR, H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

e
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u Setiawan


